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KATA PENGANTAR 
Drs. Helmizar 

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pcnyusunan dan 
penyajian buku Kajian Belanja Modal pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa 
Barat bisa diterhitkan. Buku mi inengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014-
2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
(PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem 
pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mi dapat terselesaikan. 

Buku mi disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan. 
Dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian mi dikarenakan cukup 
banyak kabupaten/kota di provinsi tersebut, yang memiliki tingkat 
ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalarn bentuk DAK. Buku 
inijuga mengulas tentang struktur atau pola Belanja Daerah di kabupaten/kota 
apakah sudah mencapai ketentuan Belanja Modal minimal 30% atau belum, 
antara realisasi DAK dengan perkembangan Belanja Modal, serta 
pertanggungjawaban Belanja Modal, yang bisa dilihat dari Laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pernerintah Daerah (LKPD). 

Format kajian dalam buku mi kami tampilkan dalam bentuk infografis 
serta uraian yang singkat, padat dan jelas. Selain itu, kami juga 
mengelompokkan kabupaten/kota sesuai dengan Daerah Pem i lihan (Dapil), 
hal mi dimaksudkan untuk mernudahkan para Anggota DPR RI untuk melihat 
gambaran implementasi Belanja Modal pada kabupaten!kota yang mereka 
wakili. 

Semoga buku 'Kajian Belanja Modal pada Kabupaten Kota di 
Provinsi Jawa Barat mi hermanfaat untuk Anggota DPR RI khususnya yang 
mewakili Dapil Jawa Barat pada saat rapat komisi, kunjungan kerja maupun 
pada saat reses dan rnenernui konstituennya. 

Akliirnya kami ucapkan terimakasih atas terbitnya buku mi dan 
semoga buku mi dapat memberikan manfaat bagi kita sernua. Kritik dan 
perbaikan yang bersifat konstruktif sangan kami harapkan untuk perbaikan di 
masa yang akan datang. 

Jakarta, Februari 2018 

DRS. HELMIZAR 
NIP. 19640719 199103 1 003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalarn perspektif keuangan negara atau sektor publik, Belanja Daerah adalah 

suatu bentuk kompensasi finansial yang mengurangi nilai kekayaan bersih 

suatu daerah dan yang kedua bahwa belanja daerah dilakukan berdasarkan 

kewenangan yang diniiliki sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan 

pelayanan publik (DJPK Kemenkeu, 2014). 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang 

Peraturan Standar Akuntansi Pernerintah (PSAP) No. 2, jenis belanja dibagi 

menjadi 3, yaitu: 

Belanja Operasi yang meliputi pengeluaran pemerintah daerah pada 

barang/jasa yang masa pakainya kurang dari 12 bulan seperti Belanja 

Pegawai. Belanja Barang, Be]anja Perjalanan Dinas untuk Aparatur Sipil 

Negara dan Belanja Pemeliharaan; 

Belanja Modal yang meliputi pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa 

manfaat lebih darl 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalarn kegiatan 

pernerintahan dan pelayanan publik seperti bentuk tanah, peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik; 

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemenintah 

daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-

kejadian luar biasa (bencana alam dan ha]-hal yang bersifatforce majeur). 

Sejak disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja daerah dilaksanakan dengan konsep 

desentralisasi. Desentralisasi adalah pelinipahan wewenang dari pusat ke 

daerah dalarn hal pelaksanaan pembangunan di daerah yang sesuai dengan 

prioritas nasional. Wewenang tersebut salah satunya adalah meliputi Belanja 

Daerah yang dibiayai oleh pernerintah pusat rnelalui transfer ke daerah. 

Transfer ke Daerah dalam APBD diharapkan akan menjadi stimulus 

perekonomian bagi Pernerintah Daerah khususnya bagi kabupaten/kota 

melalui belanja yang berkualitas. Belanja berkualitas menurut Kappeler c/al 

(2012) adalah belanja yang produktifdengan memperbesar alokasi Belanja 

Modal untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. 

Secara kuantitas, porsi alokasi yang idea] untuk Belanja Modal adalah sebesar 

30% dari total belanja daerah sebagairnana diatur dalarn Perpres No. 5 Tahun 

2010 Tentang RPJMN 2010-2014 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 RPJMN 

2015-2019. Diharapkan semua pernerintah kabupatenlkota dapat 



merealisasikan Belanja Modal sebanyak 30% selambat-lambatnya pada tahun 
2019. 

Sumber pembiayaan Belanja Modal di daerah berasal dari Pendapatan Ash 
Daerah (PAD) dan transfer pernerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi 
Khusus (DAK). DAK bersifat specific purpose grant yang penggunaannya 
diarahkan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan 
bersifat prioritas nasional. Semakin besar DAK yang digelontorkan ke daerah 
maka diharapkan akan semakin besar pula Belanja Modal pemerintah daerah. 

Disamping itu, Belanja Modal tadi harus dapat dipertanggungjawahkan sesuai 
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku agar tidak menjadi temuan Badan Perneniksa Kcuangan (BPK). 
Ternuan yang terkait Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku memihiki beberapa implikasi terhadap keuangan negaraldaerah 
dirnana yang paling scrius adalah yang rnengakibatkan kerugian 
negara/daerah. 

Perumusan Masalah 
Dalarn pelaksanaannya, menurut Kernenterian Keuangan dalam 
pemaparannya di harian Sindonews (2017), realisasi belanja pernerintah 
daerah sebagian besar dihabiskan untuk Belanja Pegawai yang termasuk 
dalam lingkup Belanja Operasi ketimbang Belanja Modal. Sementara itu 
herdasarkan rilis dari Kemendagri pada Tahun 2014, cukup banyak 
pernerintah daerah yang memiliki ketergantungan dari DAK untuk membiayai 
Belanja Modalnya. Tentunya realisasi DAK tersebut dihanapkan akan 
mendorong peningkatan Belanja Modal darl tahiin ke tahun. Dan aspek 
pertanggungjawaban, BPK dalam Iklitisar Hasil Pemeriksaan Semester 
(IHPS) I Tahun 2015-2016 menilai bahwa permasalahan yang menyebabkan 
kerugian daerah adalah permasalahan pengelolaan Belanja Modal dan juga 
Barang/Jasa. Sedangkan pada IHPS I Tahun 2017, BPK menyatakan bahwa 
permasalahan kerugian daerah rnasih mendominasi di mana diantaranya terj adi 
pada Belanja Modal disampingjuga Belanja Barang dan Jasa. 

Anggota DPR RI yang mempunyai hak budgeting berharap agar dana transfer 
pusat ke daerah dapat dibelanjakan secara baik dan benar oleb pemenintah 
daerah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Daerah 
Pemilihannya (Dapil). Dalarn hal mi, pengawasan terhadap Belanja Modal 
mernegang peranan penhing sebagai indikator untuk melihat proses 
pembangunan di daerah. 

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) sebagai supporting 
system dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR-Rl 
dalam melakukan fungsi pengawasan, akan mengkaji reahisasi dan 
pertanggungjawaban Belanja Modal berdasarkan Laporan 1-lasil Pemeniksaan 
BPK atas LKPD TA. 2014-2016 tersebut. 
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Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat diuraikan pertanyaan 
permasalahan sebagai berikut: 

Bagaimana gambaran proporsi Belanja Modal terhadap total belanja 
daerali di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota 
DPR-R1 Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa 
Barat? 
Bagaimana gambaran tentang tren antara realisasi DAK dengan realisasi 
Belanja Modal masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil 
Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi 
Jawa Barat? 
Bagaimana gambaran tentang pertanggungjawaban I3elanja Modal 
masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-Rl 
Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat? 

Objek Kajian 

Dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian dikarenakan Jawa Barat 
adalah salah satu provinsi strategis yang wilayahnya menjadi penyangga 
Ibukota Jakarta. Namun berdasarkan data dari Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan (DJPK), Kapasitas Fiskal kabupatenlkota di Provinsi 
Jawa Barat selama Tahun 20 13-2015 tergolong rendah. 

Peta Kapasitas Fiskal pada tahun tersebut menjadi acuan dalam pengalokasian 
transfer pusat pada Tahun 2014-2016. Daerah-daerah yang memiliki kapasitas 
fiskal rendah dapat dipastikan memiliki ketergantungan pada bantuan 
keuangan pemerintah pusat. Tentunya realisasi transfer dalam bentuk DAK 
tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendorong Belanja Modal dan 
tahun ke tahun agar mampu mencapai setidaknya 30% dari total belanja 
daerahnya dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi temuan BPK 
terutama temuan yang menyebabkan kerugian daerah. 

Secara spesifik sampel yang menjadi objek dalam kajian mi dikelompokan 
menjadi 11 Dapil yang terdiri dari 27 kabupaten/kota sebagai berikut: 

Daerah Pemilihan Kabu paten/Kota 
Jawa Barat I Kota Bandung dan Kota Cimahi 
Jawa Barat IT Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat 
Jawa Barat III Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor 
Jawa Barat IV Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi 
Jawa Barat V Kabupaten Bogor 
Jawa Barat VI Kota Bekasi dan Kota Depok 
Jawa Barat VII Kabupaten Purwakarta dan Karawang Bekasi 

Jawa Barat VIII Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten 
Indramayu 

awa J 	Barat Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan 
Kabupaten Sumedang 
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Jawa Barat x Kabupaten 	Ciamis, 	Kabupaten Kuningan, 	Kota 
Banjar dan Kabupaten Pangandaran 
Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota 

Jawa Barat XI 
Tasikmalaya 

Dasar pengelompokan sampel menjadi 11 Dapil dimaksudkan untuk 
mernudahkan Anggota DPR RI melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan 
Dapil masing-masing. 

Metode Kajian 

Metode penulisan kajian mi menggunakan metode analisis deskriptif dan 
pengumpulan data yang kemudian dilakukan interpretasi pada data yang 
tersedia. Penulisan secara deskriptifditujukan untuk mendapatkan informasi 
yang lengkap mengenai keadaan saat mi dan gambaran hubungan antar 
variabel untuk memberikan uraian yang lebih mendalam. 

Metode untuk menginterpretasikan data dalam kajian mi merujuk pada Miles 
et.al  (2014) yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut: 

I. Pengumpu Ian data 
Penyajian data 
Kondensasi data 
Kesimpulan 

Penelitian Terdahulu 

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) yang meneliti 
mengenai DAK dan Belanja Modal di 326 kabupaten/kota di Indonesia, dan 
menemukan hubungan positifantara DAK dengan Belanja Modal. Kemudian 
Nuarisa (2013) dan Wandira (2013) dalam penelitiannyajuga menemukan hal 
serupa. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan tujuan dari pengalokasian 
DAK yaitu untuk mendanai program-program nasional pemerintah di daerah, 
dimana salah satu programnya adalah terkait Belanja Modal. Sehingga 
semakin besar DAK yang didapat, maka alokasi Belanja Modal pun akan 
meningkat (Sugiyanta, 2016). 

Penelitian secara spesifik dalam satu wilayah dilakukan oleh Sugiantini 
(2015) di Kabupaten Buleleng. Hasilnya disimpulkan bahwa peningkatan 
realisasi DAK akan diikuti oleh kecenderungan kenaikan Belanja Modal. 
Sedangkan penelitian terkait struktur atau proporsi realisasi Belanja Modal 
terhadap Belanja Daerah, telah dilakukan oleh Nurhidayati dan Yaya (2013). 

Untuk penelitian terkait pertanggungjawaban Belanja Modal, telah dilakukan 
oleh Gaghauna ei.al (2017) di Kabupaten Talaud, yang rnengungkapkan 
bahwa gambaran pertanggungjawaban Belanja Modal pemerintah daerah 
dapat dilihat dari ada tidaknya nilai temuan kepatuhan berulang atas audit 
Belanja Modal yang dilakukan oleh BPK pada TA. 2013-20 15. 
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Batasan Kajian 

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, kajian mi hanya 
memfokuskan pada gambaran atau deskripsi proporsi Belanja Modal, realisasi 
DAK secara umum, dan Temuan BPK atas Belanja Modal. 

Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis membatasi pada realisasi dan 
pertanggungjawaban Belanja Modal di kabupaten!kota yang tergabung dalam 
satu Dapil dan tidak membandingkan secara global antar Dapil yang ada di 
Provinsi Jawa Barat. 

Jenis Data 

Data yang dikaji merupakanjenis data sekunder yang bersumber dari Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) dan temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan 
Perundang-undangan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD kabupatenlkota di Provinsi Jawa Barat TA. 2014-2016. 

Tujuan Kajian 

Memberikan gambaran proporsi Belanja Modal terhadap total belanja 
daerah di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota 
DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat; 
Memberikan gambaran tentang tren antara realisasi DAK dengan realisasi 
Belanja Modal masing-masing kabupaten!kota berdasarkan Dapil Anggota 
DPR-RI Periode 2014-20 19 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat; 
Memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban Belanja Modal 
masing-masing kabupaten"kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-R1 
Periode 2014-20 19 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat. 
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BAB H 

KERANGKA TEORI 

Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Proporsi Belanja Modal adalah persentase Belanja Modal dibandingkan 
terhadap total belanja daerah. Proporsi tersebut menunjukkan political will 

(komitmen) pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan publik. 
Anggaran belanja suatu daerah secara nominal sangat mungkin memiliki nilai 
yang tinggi dibanding daerah lain, namun jika dibandingkan dengan total 
belanja, proporsinya sangat mungkin lebih rendah. Meskipun secara nominal 
belanja nilainya tinggi, namun keseriusan pemerintah kabupatenlkota patut 

dipertanyakan. Semakin besar komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk 
memperbesar proporsi Belanja Modalnya, maka pemda harus semakin 

mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Komitmen mi sangat 
mungkin mengabaikan penghematan, ditnana pihak pemda cenderung 
menginginkan adanya efisiensi atau penghernatan. (Nurhidayati dan Yaya, 

2013). 

Pemerintah sendiri melalui Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-
2014 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 20 15-2019 mengatur 
proporsi Belanja Modal yang ideal minimal 30% dari total belanja. 

Tren DAK dengan Belanja Modal 

Berdasarkan rilis dari Kemendagri (2014) mengenai kebijakan pengelolaan 
DAK, ditemukan bahwa DAK bagi sebagian besar kahupaten/kota sangat 

diperlukan untuk menutupi kekurangan Belanja Modal yang bersumber dan 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. 

Ketika sebagian kebutuhan pendanaan untuk Belanja Modal dapat terpenuhi 
melalui DAK, seharusnya pemerintah daerah mempunyai ruang fiskal lebih 
untuk meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun, baik melalui 
DAU ataupun sumber pendapatan daerah lainnya. Dapat disimpulkan hahwa 
ketika DAK yang direalisasikan semakin besar, maka seharusnya pemerintah 
daerah berkomitmen untuk menambah realisasi Belanja Modalnya. Penelitian 
yang dilakukan oleh Sugiantini (2015) di Kabupaten Buleleng menyimpulkan 
bahwa semakin besar DAK yang direalisasikan oleh Pemkah Buleleng maka 
akan semakin besar pula peningkatan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun. 
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Pertanggungjawaban Belanja Modal 

Pertanggungjawaban Belanja Modal dapat dilihat dari apakah realisasi 
Belanja Modal telah memenuhi nilai kepatuhan atau tidak (Gaughana et.al, 
2017). Berdasarkan IHPS I Tahun 2015, BPK menyatakan bahwa temuan 
yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
akan berimplikasi secara finansial dengan munculnya permasalahan: 

Kerugian Daerah 
Kasus kerugian daerah yang terjadi pada daerah pada umumnya yaitu 
belanja atau pengadaan barangljasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, 
pemahalan harga (markup), penggunaan uang!barang untuk kepentingan 
pribadi, kelebihan pembayaran honorarium atau perjalanan dinas ganda, 
dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai kontrak. Hal 
tersebut teijadi karena para pejabat belu memahami dan mentaati 
ketentuan yang berlaku dan kurang dalam hal pengawasan serta 
pengendalian. 
Potensi Kerugian Daerah 
Pada umumnya, permasalahan yang berakibat pada potensi kerugian 
daerah tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Aset Tetap 
dan Piutang. Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya 
terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat 
dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal 
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam 
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemah dalam 
melakukan pengawasan dan pengendalian aset 
Kekurangan Penerimaan 
Secara garis besar, permasalahan yang mengakibatkan kekurangan 
penerimaan tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun 
Pendapatan pada LKPD. Permasalahan kekurangan penerimaan 
umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang 
memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya 
percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan 
kepada wajib pajak/ retribusi, belum optimal dalam melakukan koordinasi 
dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam hal pengawasan dan 
pengendalian. 
Penyimpangan Administrasi 
Permasalahan tersebut ditemukan dalam pengelolaan akun Belanja 
Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja 
Bantuan Keuangan. Hal tersebut disebabkan karena pejabat tidak cermat 
dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan 
mengelola BMD, kurang proaktif dalam meminta laporan 
pertanggungjawaban, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian. 



BAB III 

PEMBAHASAN 

Sistematika Pembahasan 

Sebelum mengawali pembahasan pada tiap-tiap kabupaten/kota, kajian mi 
akan didahului oleh gambaran urnum mengenal perolehan opini BPK selama 
tiga tahun terakhir (2014-2016) pada masing-masing kabupaten/kota dan 
rekapitulasi temuan baik Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah itu akan disajikan gambaran umum dalan bentuk infografis mengenai 
Belanja Modal selama tiga tahun terakhir di tiap-tiap kabupatenlkota yang 
tergabung dalarn satu Dapil, sebagai berikut: 

I. Struktur Belanja Daerah 
Grafik mi menggambarkan proporsi Belanja Modal secara persentase 
dibandingkan dengan Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga TA. 
20 14-2016; 
Realisasi Belanja Daerah 
Tabel yang memuat realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan 
Belanja Operasi dan Tak Terduga dalam nominal rupiah TA. 2014-2016; 
Tren DAK Dengan Belanja Modal 
Grafik mi memperlihatkan bagaimana kecenderungan tren antara 
realisasi DAK dengan Belanja Modal. 
Temuan BPK Atas Belanja Modal 
Matriks yang menggambarkan temuan BPK yang berkaitan dengan 
Belanja Modal di kabupatenlkota TA. 2014-2016. 

Khusus untuk Belanja Tak Terduga tidak akan dibahas karena hanya 
mengambil porsi yang sangat kecil pada total Belanja Daerah. 

Data-data tentang Belanja Modal pada tiap-tiap kabupatenlkota tersebut akan 
dikategorikan per Dapil dan diintepretasikan dalam subbab Hasil dan 
Pembahasan Bab III, dengan mengacu pada kerangka teori yang telah dibahas 
pada Bab II. Kernudian akan diberikan kesimpulan secara umum mengenai 
realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Modal di kabupatenlkota yang 
tergabung dalam Dapil tersebut. 



LAPORAN HASh 
PEMERIKSAAN BPK RI GAMBARAN UMUM 	

ATAS LKPD 

'i-
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2014 2015 2016 	 2014 2015 2016 r •Kota Bandung WDPWDPWDP I 	•Purwakarta WDP W7P 

•Kota Cimahi •Karawang 	WDP WTP WTP \AfW V 'N1 	
•Bekasi 	W7P '/ 

m I 

2014 2015 2016  
•Bandung 	WDP WDP WTP 

•Cirebon 	
2014 2015 2016 
WDP WTP WTP 

•Kota Cirebon WDP WDP wTP 

•Bandung Barat WDP WOP WDP 	

•Indramayu 	WDP wip WTP 
—I L  

2014 2015 2016 
• Cia nj u r 	wrp WTP wrp  
•Kota Bogor 	WDP WDP WTP 

2014 2015 2016 
•Subang 	IMP TMP WDP 
•Majalengka wTp WTP WTP 

2014 2015 2016 	•Sumedang 	WTP WTP WTP 
•Sukabumi 	wip wrp wi 
•KotaSukabumi wp w'rp WTP 

-LF 

2014 2015 2016 
•Ciamis 	

WIP WIP VVT 

	

2014 2015 2016 	•Kuningan 	WTP WTP WTP 
•Bogor 	WDP WTP WIP 	 •Kota Banjar 	WTP WTP WTP 

•Pangandaran WDP WDP WTP 
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2014 2015 2016 
•Kota Bekasi WDP wrp wi 
Kota Depok WTP WTP WIP  2014 2015 2016 

•Garut 	
WTP WTP 

•Tasikmalaya 	WTP WTP WTP 
•Kota Tasikmalaya WDP WDP WTP 
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AOw- 
LAPORAN HASh 

ar N 
GAMBARAN UMUM 	 PEMERIKSAAN BPK RI 

ATAS LKPD 

______ 2014 	 2015 	 2016 

KotaBandung 16 26 8 10 10 12 
KotaCimahi 4 9 9 7 7 4 

Bandung 10 6 7 13 7 8 
Bandung 

9 15 11 9 8 8 Barut 
Cian/ur 7 8 7 8 6 9 

Kota Bogor 10 5 12 5 10 6 
Sukabu,ni 10 5 9 5 5 5 

Kota 
Sukaburni 11 8 9 10 6 10 

Bogor 7 12 3 9 3 9 
KotaBekasi 12 9 9 9 8 7 
KotaDepok 4 6 7 2 8 6 
Purwakarta 10 9 8 6 7 10 

Karawang 7 11 9 7 9 9 
Bekasi 10 9 10 10 7 10 

Cirebon 6 11 2 8 4 7 
Kota Cirebon 5 7 12 3 3 9 

Indrarnavu 6 5 8 5 7 5 
Subang 15 12 10 6 16 4 

Majalengka 3 5 3 6 5 3 
Sumedang 3 6 4 3 3 5 

Ciamis 7 4 7 2 3 2 
Kuningan 8 8 7 8 10 5 

Kota Ban/ar 3 9 3 4 4 10 
Pangandaran 3 4 4 5 5 6 

Garut 13 4 7 9 2 9 
Tasikmalaya 5 3 5 6 2 5 

Kota 
Tasikrnalaya 4 7 6 4 5 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHI 

(Daerab Pemilihan Jawa Barat I) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-20 16 
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78% 	75% 	78% 	Proporal Betanja Modal mengalami 
kenakan dan 227. (2014) ke 25% (2015). 
namun turun kembati menjadi 22% (2016). 

22% 	25% 	22% 
Propors! 	Betanja 	Operasional 

0% 	0% 	0% 	mendominasi dengan rata-rata 77%. 
Sedangkan proporsi Betanja Modal rata- 

2014 	 2015 	 2016 	 rota hanya sebesar 23'!.. 

Reatisasi Belanja Daerah 

2014 2015 2016 

Betanja Operasi 3.466083.666,001 3.913.117.644.604 4,575,469.446.261 

Belanja Modal - 971,440,599.331 1.287.802.827.811 1,254,021.785,263 

Belanja Tidaklerduga 65.560,700 116.993.530 21.746.900 

Kota Gandung mencatatkan Betanja Modal tortinggi pada tahun 2015 Rpl.287.802.827,811 namun nital 
tersabut masih jauh tebih kecil dlbandirigkan reatiasi Belnja Operasi th tahun yang sama 
Rp3,913,117.644.604 

1 054.021.785.261,00 

971.440.099.031,00  

1.281.802.827.811,00 

455.654.078.000,00 

47.700.355.000,00 	17.709.340,000,00 

2014 	 2015 	 2016 

' 	Djn3 Alokasi Khusus 	.—.8eIanja Modal 

2014- 2015 
OAK mengatami penurunan sedangkan 
Belanja Modal justru naik 

2015- 2016 
OAK mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan sementara Belanja Modal justru 
menurun. 

Rinses Pengadaan don Pemutusan Pekerjaan Pembangunon Sarana don Prasaran Stadion Tidak Sesual 
Ketentua 
Anlandemen alas Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Cisalatri Tidak Sesuai Ketentuan 

. . Terdapat Ketebihan Pembayaran alas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Gigi dan Mulut 

Kelebihan Pernbayaran pada Pekerjaan Pembangunan: Ruang Kelas Sara. Gedung UPT Pusknsn,as. Cihampelas 
Highland, Trotoar. Pendukung PiyaverAntapanl. Gedung Creative Centre, Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan 
Museum-Dinas Kebudayaan dan Pariwinata. dan Pengadaan Aset Tetap Renovani Penataan Taman Konservasi 
Tegallega 



85% 	83% 	80% 

17% 	20% 
0% 	 0% 	 0% 

2010 	 201 	 2016 

31nj4 Opi 	l3elanj3 Moc1[ 	llnj3 TidlkTerdu4a 

Proporsi Belanja Modal mengalami 
kenaikan dart 15% (2014) ke 17% (2015) dan 

menjadi 20% (2016). 

Proporsi 	Belanja 	Operasional 

mendominasi dengan rata-raLa 83%, 

Sedangkan proporsi Belanja Modal rata-

rata hanya sebesar 17%. 

2014 	 2015 2016 

Betanja Operasi 890.127.046.614 	894.178.358,252 1.083.425.203.804 

Belanja Modal 151.446.501,358 	180,783.092,416 275.139.538.669 

Betanja TidakTerduga 1,035,423,000 	 - 178,916,425 

Kota Cimahi mencatatkan Belanja Modal tertinggi pada tahun 2016 Rp275.139,538.669 namun nilal 

tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan realisasi Belanja Operasi di tahun yang sama 
Rpl.083.425.203.804 

275,130,536,660.00 

180783,092,416.00 
151,446,501,358.00 

129,106,513,000.00 ._______n______••' 
26,935,253,000.00 33,621,040,00000 

2014 2015 	 2016 

C 	'Dana Alokasi Khusus 	 Belanja Modal 

Tren DAK dan Realisasi Belanja Modal 
memperlihatkan hubungan yang positif. 

Ketika DAK mengalami kenaikan. realisasi 

Belanja Modal juga ikut naik. 

Penganggaran dan Realisasi Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Ketas Tidak 
Ketentuan 

Terdapat Kesatahan Pengajuan SPP dan SPM Atas Qua Paket Pekerjaan 

Terdapat Kesalahan Perhitungan Volume Pekerjaan 

Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Pembangunan Ruang Was SDN Baros Mandiri 3 

•- ItO 89,-i'01t- 



Hasil dan Pembahasan 

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung dan Kota Cimahi 
% 

Kab/Kota Total Belanja Belanja Belanja Belanja 
Daerah Operasi Modal Tidak 

Terduga 
2014 4,435,589,826,032.00 78.10% 21.90% 0.00% 

Kota 2015 5,201,037.465,945.00 75.24% 24.76% 0.00% 
Bandung 2016 5,829,512,978,424.00 78.49% 21.51% 0.00% 

Rata-Rata 5,155,380,090,133.67 77% 23% 0% 

2014 1,042,608,970,972.00 85.37% 14.53% 0.10% 

Kota 2015 1,074,961,450,668.00 83.18% 16.82% 0.00% 
Cimahi 2016 1,358,743,658.898.00 79.74% 20.25% 0.01% 

Rata-Rata 1,158,771,360,179.33 83% 17% 0% 

Sumber:Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2017 (diolah) 

label diatas rnenunjukkan bahwa dalam periode tahun 2014-2016, 
realisasi Total Belanja Daerah Kota Bandung secara rata-rata 
Rp5,155,380,090,233, sedangkan realisasi Total Belanja Daerah Kota 
Cimahi secara rata-rata hanya Rpl,158,771,360,179. Dari Total Belanja 
Daerah tersebut, proporsi Belanja kedua kota masih sangat didominasi 
Belanja Operasi dengan proporsi rata-rata 77% (Kota Bandung) dan 83% 
(Kota Cimahi). 

Sementara proporsi Belanja Modal terhadap total belanja daerah di 2 kota 
tersebut selama 3 tahun (20 14-2016) belum mencapai 30%, sebagaimana 
yang diamanatkan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2014-2019. 
Dari 2 Kota tersebut, proporsi Belanja Modal Kota Bandung (23%) lebih 
tinggi dibandingkan Kota Cimahi (17%). 

H. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan yang 
cenderung positif ditunjukkan oleh Kota Cimahi. Ketika realisasi DAK 
naik, realisasi Belanja Modal juga mengalami kenaikan pada periode yang 
sama. 

Terdapat persamaan antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi dimana 
peningkatan realisasi DAK terjadi secara linear dan signifikan terutama di 
tahun 2016. Perbedaannya terletak pada periode penurunan realisasi 
Belanja Modal. Penurunan pada tahun 2016 terjadi di Kota Bandung ketika 
realisasi DAK naik dari Rp17,709,340,000 menjadi Rp455,654,078,000 
atau naik sebesar 2.473%, Belanja Modal menurun dan 

16 



Rpl,287,802,827,81 1,00 menjadi Rpl,254,021,785,263 atau turun 
sebanyak 3%. 

Kasus di Kota Bandung ml menjadi indikator bahwa pemanfaatan DAK 
belum sepenulmya optimal untuk rneningkatkan realisasi Belanja Modal. 
Secara makro, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk menunjang realisasi Belanja Modal di kota tersebut. 

HI. Pertanggungjawaban Belanja Modal 

Berdasarkan basil pemeriksaan BPK, terdapat temuan atas Belanja Modal 
yang terjadi selama tahun 2014-2016 pada Kota Bandung dan Kota 
Cimahi. Secara umum, temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan 
pembayaran pada beberapa paket pekerjaan Belanja Modal. Rekapitulasi 
temuan atas Belanja Modal pada 2 kota tersebut sebagai berikut: 

Grafik 1. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kota Cimahi dan Kota 
Bandung Pada Belanja Modal TA. 2014-2016 

Kota Ciniahi 

Kota Bandung 	 8 

•Kekurangan Volume 	•Kelebihan Pembayaran 

• Kesalahan Pcnganggaran E)enda Belum Dipungut 

Sumber: Hasil Pemerikaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah) 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas Belanja Modal 
Tahun Anggaran 2014-2016 di 2 kota tersebut didominasi oleh jenis 
temuan kelebihan pembayaran dengan total 10 temuan. Delapan temuan 
kelebihan pembayaran terjadi di Kota Bandung dan dua temuan di Kota 
Cimahi. 

Sesuai dengan landasan dari BPK, temuan kelebihan pembayaran mi 
adalahjenis temuan yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal 
tersebut diperkuat dengan penjelasan pada UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 
ayat 22: "Kerugian negaraldaerah adalah kekurangan uang, surat berharga, 
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai." 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN BANDUNG DAN 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 
(Daerah Pemilihan Jawa Barat Ii) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 20 14-2016 
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87% 	83% 	86% 	 Proporsi Betanja ModaL mengatami 
kenaikan dan 13% (2014) ke 17% 
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14% (2016) 

13% 	17% 	1 	14% 	Proporsi 	Belanja Operasional 
0% 	0% 	 0% 	mendominasi dengan rata-rata 

85%. Sedangkan proporsi 8etanja 
2314 	 201 	 2016 	 ModaL rata-rata hanya sebesar 15%. 
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2014 1 2015 2016 

Belanja Operasl 3.127.424.324.852 3518.534216.321 3.583.459.552.261 
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Kabaten Bandg ,nentatatkan Betanja Modal tertinggi pada tahun 2015 Rp708A64.526.697 namun 

nlei terebut masth jauh lebib kecil dibandinglan reatisasi Betanja Operasi di tahun yang sama 
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0% 	 0% 
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Proporsi Relana Modal mengatami 

kenaikan dan 19% (2014) ke 20% (2015) 
namun turun kembati ke 18% (2016). 

Praporsi 	Betanja 	0peraonat 

mendominasi dengan rata-rata 81%., 
Sedangkan proporsi Betanja Modal rata-

rats hanya sebesar 19%. 

2014 2015 2016 

Belanja Operasl 1.411,543,726,411 1.502.625.869.113 1.645.461.935.341 

Betanja Modal 331.152.301,131 374.320.053.732 355.712.315.505 

BetanjaT;dakTerduga 7,295.573.400 1.033,767,965 3,310,414,244 

Kabupaten BarIdung Barat mencatatkan Betanja Modal tertinggi pada tahun 2015 Rp374,320.053.732 
namun nitai tersebut masib jauh tebib kecil dibandingkarr reatisasi Betanja Operasi di ttwn yang sama 
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Hasil dan Pembahasan 

1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja 

Tabel 2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan 
Kabupaten Bandung Barat 

Belanja  
KabfKota Total Belanja Daerah Belanja Belanja 

Tidak 
Operasi Modal 

Terduga 

2014 3,602,079,666,414.00 86.82% 13.14% 0.04% 

Kabupaten 2015 4,229,818,758,017.81 83.18% 16.75% 0.07% 

Bandung 2016 4,156,940,978,998.49 86.20% 13.70% 0.10% 

Rata-Rata 3,996,279,801,143.43 85% 15% 0% 

2014 1,749,991,600,972.41 80.66% 18.92% 0.42% 

Kabupaten 2015 1,877,979,690,810.00 80.01% 19.93% 0.06% 
Bandung 

Barat 2016 2.004,484,665.089.82 82.09% 17.75% 0.17% 

Rata-Rata 1,877,485,318,957.41 81% 19% 0% 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2017 'dio1ah) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam penode tahun 2014-2016, 
realisasi Total Belanja Daerah Kabupaten Bandung secara rata-rata 
Rp3,996,279,80 1,143, sedangkan realisasi Total Belanj a Daerah 
Kabupaten Bandung Barat secara rata-rata hanya Rpl ,877,485,3 18,957. 
Dari Total Belanja Daerah tersebut, proporsi Belanja kedua kota masih 
sangat didominasi Belanja Operasi dengan proporsi rata-rata 85% 
(Kabupaten Bandung) dan 8 1 % (Kabupaten Bandung Barat). 

Sementara proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah di 2 
kabupaten tersebut selama 3 tahun (2014-2016) belum mencapai 30%, 
sebagaimana yang diamanatkan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang 
RPJMN 2014-2019. Dan 2 Kabupaten tersebut, proporsi Belanja Modal 
Kabupaten Bandung Barat (19%) lebih tinggi dibandingkan Kabupaten 
Bandung (15%). 

H. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan garis lien antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan 
yang cenderung positifditunjukkan oleh Kabupaten Bandung Barat pada 
tahun 2015. Ketika realisasi DAK naik, realisasi Belanja Modal juga 
mengalami kenaikan pada periode yang sama. 

Terdapat persamaan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten 
Bandung Barat dimana peningkatan realisasi DAK terjadi secara linear 
dan signifikan terutama di tahun 2016. Namun saat realisasi DAK naik, 
Belanja Modal di 2 kabupaten tersebutjustru mengalami penurunan. 
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Pada Kabupaten Bandung, ketika realisasi DAK naik dan 
Rp145,237,280,000 menjadi Rp645,086,445,696, atau naik sebesar 
344%, Belanja Modal menurun dari Rp708,464,526,697 menjadi 
Rp569,467,789,003.50 atau turun sebesar 20%. 

Sementara pada Kahupaten Bandung Barat, ketika realisasi DAK naik 
dari Rp69,288,850,000 menjadi Rp280,844,83 1,013 atau naik sebesar 
305%, Belanja Modal meriurun darl Rp374,320,053,732 menjadi 
Rp355,712,3 15,504.82 atau turun sebesar 5%. 

Kasus di 2 kabupaten mi menjadi indikator bahwa pemanfaatan DAK 
belum sepenuhnya optimal untuk meningkatkan realisasi Belanja Modal. 
Secara makro, dapat disimpulkan hahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk menunjang realisasi Belanja Modal di kedua 
kabupaten tersebut. 

III. Pertanggungjawaban Belanja Modal 

Berdasarkan basil pemeriksaan BPK, terdapat temuan atas Belanja 
Modal yang terjadi selama tahun 2014-2016 pada Kabupaten Bandung 
dan Kabupaten Bandung Barat. Secara umum, temuan tersebut berkaitan 
dengan kelebihan pembayaran pada heberapa paket pekerjaan Belanja 
Modal. Rekapitulasi temuan atas Belanja Modal pada 2 Kabupaten 
tersebut sebagai berikut: 

Grafik 2. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bandung 
Barat dan Kabupaten Bandung Pada Belanja Modal TA. 2014-2016 

Kubupaten Bundung Barai 

MIT. 
 

• Kekurangati Volume 	U Kelebihan Pembayaran 

Kesalahan Penganggaran V, Ikuda Belurn Dipungut 

Sumber. Hasil Penieriksaan BPK Semester 12015-2017 (diolah) 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas Belanja Modal 
Tahun Anggaran 2014-20 16 di 2 kabupaten tersebut didominasi oleh 
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jenis temuan kelebihan pembayaran dengan total 5 temuan. Dua temuan 
kelebihan pibayaran terjadi di Kabupaten Bandung dan tiga temuan di 
Kabupaten Eandung Barat. 

Temuan kelebihan pembayaran mi adalah jenis temuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal trsebut •iijelaskan pada 
UU No.! Tun 2004 Pasal 1 ayat 22: "Kerugian negaraldaerah adalah 
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya Eebagai akibat perbuatan melawan hukurr baik sengaja 
maupun lala:." 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN CIANJUR DAN 

KOTA BOGOR 
(Daerah Pemilihan Jawa Barat III) 

Berdasairkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-2016 
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8177% 	 7838% 	 78.72% 

jIll: 	18.12% 	 21.62% f 
0.12% 	 0.00% 	 0.02% 

2014 	 2025 	 2016 

Beanja Operasi 	Belanja Modal Belanja Tidak Terduga 

Proporsi Belanja Modal mengatami kenaikan 

dari18.12% (2014) ke 21.62% (2015). narnun turun 

kembati manjadi 21.26% (2016). 

Proporsi Belanja Operasfortal mendominasi 
dangan rata-rata 79.42%. Sedngkan proporsi 
Betanja Modal rata-rala hanya sebesar 

20.33%. 

2014 2015 2016 

8elarija Operasi 2.113.754.058.801,97 2107.546.463.767,92 2.282.140.271.976 

Belanja Modal 468.287.520.155 581.323.220.540 616.244.510.821 

BelanjaTidakTerduga 	2.974.440.400 32.415.930 534.348.000 

Realisasi Belanja Modal tertinggi di Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 sebesar 

Rp616.244.510.821 namun nital tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan realisasi Belanja 

Operasi di tahun yang sama Rp2.282.140.271.976 

468,287,520,155 

98,793,880,000 

2014 

	

581,323,220,040 	 616,244,510,821 

	

213,519,890,000 	- 	- 	-- 
502,316,902,323 

2015 	 2016 

2011- 2015 

Tren OAK dan Belanja Modal menunjukkan 
adanya hubungan positif. OAK dan Belania 
Modalsama-sama mengatami kenaikan 

2015-2016 
Tren OAK dan Belanja Modal menunjukkan 
adanya hubungan positif. moskipun OAK naik 
cukup signifikan namun kenaikan Belanja 
Modal cenderung sedikit 

''Belanja Modal 	Dana Alokasi Khusus 

• Ketebihan pembayaran alas pekerjaan pemetiharaan rutin/berkala gedung kantor dan 

pembarigunan jalan 

Kekurangan volume alas pekerjaan Dl. Ciiambu  pada Dinas Pengetotaan Sumber Oaya Air dan 

2015 	Pertambangan, dan detapan paket pekerjaan ialal  pada Dinas Pekerjaan IJmum B,na Marga 

Pekerjaan rehabititasi berat puskesmas DTPSukaresmi pada Oina5 Kesehatan tidak dapat 
diselesaikan: 
Terdapat kelebihan pembayaran don denda ketertambatan belum dikenakan atas empat paket 

2016 	pekerjaan penLngkalan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan ekerjaan 
penanganan jatan perbatasan Cianjur 

Bandung (akses rest areaCitarum) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga serta pada Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga  



76.11% 	 73.62% 70.51% 	 Proporsi 8etanja Modal mengalami 
penurunan dari 29.34% (2014) ke 23.68% 
(2015), dan terjadi kenaikan kembat 
menjadi 26.13% (2016). 

29.34% 	
23.68% 	 26.13% 

Proporsi Betanja Operasionat mendorn;nasi 

05% 	 0.21% 	 0.25% 	
dengan rata-rata 73.41%. Sedangkan 
proporsi Betanja Modal rata-rata hanya 

2014 	 2015 	 2016 	
sebesar 26,38%. 

Belanja Operasi 	Rolanja Modal 	Belanja Tidak Terduga 

	

2014 	 2015 	 2016 

	

Belanja Operasi 	1.200.241.086.485 - 1.417.208.614.587 	1.556.442.743.532 

	

Belanja Modal 	499.335.882.425 	440.919.551.227 	552.484.517.036 

LB 
eLanjaTidakTerduga 2533275000 3.855.084200 5.370.006.482 

Real;sasi Belanja Modal tertinggi di Kota Bogor pads tahun 2016 sebesar Rp552.486.517.036 

namun nIlai tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan reatisasi Betanja Operas! ditahun yang 
sama Rpl.556.442.743.532 

Tren 

dqq 555 Rfl g75 

552,484,517,036 
440,919,551,227 

203,298,175,028 

56O940 	
194.681,619,028 

 

2014 	 2015 	 2016 

Belanja Modal 	—e--. Dana Alokasi Khusus 

2014-2015 
Tren OAK dan ReaLisasi Belanja Modal 
sama-sama mengaLami penurunan. 

2015 -2016 
Tren 	DAK 	dan 	Belanja 	Modal 
menunjukkan adanya hubungan positif, 
meskipun OAK mengaLami kenaikan 
signitikart, namun reaUsasi Belanja Modal 

2014 

2015 
- 

Kekurangan volume pada Lima paket pekerjaan; 

2016 	Denda keterlambatan atas pekerjaan pembangunan Masjid Agung Kota Bogor 
beLum dikenakan minimal 



Hasil dan Pembahasan 

1. Froporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Grafik 3. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten 
Cianjur dan Kota Bogor (TA. 2014-2016) 

	

30.00% 	 26. 38% 

	

25.00% 	 20.33%  

	

20.00% 
	 .Ii 

15.00% 

10.00% 

5.00% 

0.00% 

	

KABUPATEN 	 - 
CIANJUR 	 KOTABOGOR 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015-2017 (diolah) 

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi Belanja Modal 
terhadap total belanja daerah di 2 kabupaten/kota selarna 3 tahun (20 14-
20 16) belum mencapai 30%, sebagaimana yang diamanatkan Perpres No. 
5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2014-2019 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 
tentang RPJMN 2015-20 19. Dari 2 daerah tersebut, Kota Bogor memiliki 
proporsi Belanja Modal lebih tinggi (26,38%) dibandingkan Kabupaten 
Cianjur (20,33%). 
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Jika dicermati lebih detail lagi, akan tampak perbedaan yang mencolok 
antara jumlah nominal realisasi belanja daerah dengan persentase realisasi 
Belanja Modal di kabupaten/kota tersebut, rinciannya adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan 
Kota Bogor 

Terduga 

2014 2.585.016.019.356,97 81,77% 18,12% 0,12% 

Kabupaten 2015 
L88902•100•237'92 

78,38% 21,62% 0.00% 

2.898.919.130.797,00 78,72% 21.26% 0.02% Cianjur 	206 

- Rata-Rata 2T24 2.0.0 

1.702.10.243.910,001 

79.62% 

70.51% 

20,33°% 0.04% 

2014 29,34% 0,15% 

Kota 2015 I.861.9$3.250.014.00 76,11% 23,68/ 0,21°/ 

73,62% 26.13% 0.25% Bogor 2016__—  2.1 14.297.267.050,00 

Rata-Rata 1.892.796.920.324,67 73,41% 1 	26,38% 0,20% 

Sumber; Jia.\iI Pcnitiikvu,i7 BPK ,Scinstcv I Tahioi 2015-201 (cIIo./1i) 

Berdasarkan data darl tabel diatas, dapat terlihat belanja daerah yang 
tertinggi sampai yang terendah dari tahun 2014-2016. Kabupaten Cianjur 
adalah wilayah dengan rata-rata Belanja Daerah tertinggi selama 3 tahun 
terakhir yaitu Belanja Operasi dengan rata-rata persentase mencapai 79,62% 
dengan rata-rata persentase Belanja Modal 20,33%. Sementara Kota Bogor 
memiliki rata-rata persentase Belanja Modal jauh lebih baik, yaitu 26,38%, 
meskipun rata-rata persentase Belanja Operasi masih tinggi, 73,41%. 

H. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan gratik tren antara DAK dengan Belanja Modal pada 2 
kabupaten/kota tersebut, hubungan yang positif ditunjukkan oleh Kabupaten 
Cianjur dimana kenaikan realisasi DAK selalu diikuti dengan kenaikan 
realisasi Belanja Modal. Pada tahun 2015, ketika realisasi DAK naik 116% 
dari Rp98.793 .880.000,00 menjadi Rp2 13.519.890.000,00 Belanja Modal 
tahun 2015 meningkat 24,13% dari Rp468.287.520.155,00 menjadi 
Rp581.323.220.540,00. Dan pada tahun 2016, ketika DAK naik sebesar 
135% dari Rp2 13.519.890.000,00 menjadi Rp502.3 16.902.323,00, Belanja 
Modal naik 6% dari Rp58 1.323.220.540,00 menjadi Rp6 16.244.510.821,00. 

Namun kenaikan realisasi DAK yang cukup tinggi tersebut tidak diikuti 
dengan realisasi Belanja Modal nya yang signifikan. 
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Hal berbeda terjadi di Kota Bogor, dirnana pada tahun 2014-2015 tren 
menunjukkan baik realisasi DAK maupun realisasi Belanja Modal sama-
sama mengalarni penurunan yang signifikan, yaitu DAK dan 
Rp203 .298.179.028,00 turun menjadi Rp8.6 16.560.000,00, sementara 
realisasi Belanja Modal dari Rp499.335.882.425,00 turun menjadi 
Rp440.9 19.551.227,00,- 

Baru pada tahun 2016, realisasi DAK mengalami kenaikan yang sangat 
tinggi yaitu mencapai 2.159,38% atau menjadi sebesar 
Rpl 94.681.619.028,00,- dari Rp 8.616.560.000,00,- (2015) yang diikuti 
kenaikan realisasi Belanja Modal meskipun hanya 25,30% yaitu sebesar 
Rp552.484.5 17.036,00,- dari Rp440.9 19.55 1.227,00,- (2015) 

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk menunjang Belanja Modal pada 2 kabupatenlkota 
tersebut selama tahun 2014-2016. Hal mi dapat dilihat dari rata-rata 
persentase Belanja Modal yang masih rendah, dibawah 30% dibanding rata-
rata persentase Belanja Operasi, dengan perbandingan untuk Kota Bogor 
(73,41% 26,38%) sernentara Kabupaten Cianjur (79,62% : 20,33%). 

III. Pertanggungjawaban Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang terjadi 
selamatahun 2014-2016 pada 2 KabupatenlKota. Secara garis besar, temuan 
tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada beberapa 
paket pekerjaan Belanja Modal, kelebihan pembayaran dan belum 
ditetapkannya denda keterlambatan serta paket pekerjaan yang tidak 
terselesaikan. Rekapitulasi temuan berulang tersebut adalah sebagai berikut: 

30 



Grafik 4. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Cianjur dan 
Kota Bogor Pada Belanja Modal TA. 2014-2016 

V 
' V  

Kabupaten Cianjur 	 Kota Bogor 

U Kelebihan Pembayaran 	U Denda Belum Dipurigut 

u Kekurangan Volume 	Pekerjaan Tdk Terselesaikan 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 2015-2017 ('diolah) 

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa temuan atas ketidakpatuhan 
pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 pada 2 kabupatenlkota 
tersebut didorninasi oleh jenis temuan kekurangan volume pekerjaan 
dengan jumlah S temuan. Kabupaten Cianjur memiliki jumlah temuan 
terbanyak (4 temuan), sementara Kota Bogor memiliki I temuan. 

Ternuan keku:angan volume pekerjaan ml adalah jenis ternuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada 
UU No.! Tahun 2004 Pasal I ayat 22: "Kerugian negara'daerah adalah 
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan nielawan hukum balk sengaja maupun 
lalai." 

Temuan BPK atas Belanja Modal yang berulang tersebut sebagai salah 
satu indikator yang mempengaruhi kualitas realisasi Belanja Modal 
sehingga rata-rata persentase realisasi Belanja Modal selama 3 tahun 
(2014-2016) masih sangat rendah dari target RPJMN, yaitu 30%, dimana 
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Kabupaten Cianjur memiliki rata-rata persentase realisasi Belanja Modal 
20,33% dan Kota Bogor hanya 26,38%. 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN SUKABUMI DAN 

KOTA SUKABUMI 
(Daerah Pemilihan Jawa Barat IV) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-2016 

AB AR 
K U 

EAN 

JABAR V. 
IA 

- c 	' 	 JARA 

	

r 	JABAR Ix 

:• 
JABAR IV 	

JAAR ii .-'(5 KURSI) 
ç 	 1W KL)RSI)

-  

	

C-- . 	 - -, 	 - - 

	

JABAR III 
	 -..- 

	

- (9 KUSI) 	
JABARI 
(10 K UMBI) 



8434% 	 82.26% 	 81.12% 

15.42% 	 17.61% 	 18.78% 

0.04% 	 0.13%  

2014 	 2015 	 2016 

B6lanja Operasi 	Belanja Modal 	Belanja Tidak lerduga 

Proporsi BeLanja Modal mengalami 
kenaikan dari 15.42% (2014) ke 17.61% 
(2015), Kemudian naik menjadi 18.78% 
(2016). 

Proporsi 	Betanja 	Operasional 
mendominasi dengan rata-rata 84.51%. 
Sedangkan proporsi Betanja ModaL rata-
rata hanya sebesar 15.38% 

2014 

2.319.101.281.780 

2015 2016 

[eLartJa Operasi 2.372.950.610.307 2.381.439.630.532 

Betanja Modal 422,908.949,167 508.051.546.242 551.260.603.873 

njaTidakTerduga 1.144.563.340 3.847.077.828 3.131.807.012 

ReaLisasi BeLarlja Modal tertinggi di Kabupatert Sukabumi pada tatlun 2U16 sebesar 
Rp551.260.603.873 namun nital tersebut masih jauh Lebih kecil dibandingkan reaUsasi Betanja 

Operasi di tahun yang sama Rp2.381.439.630.532 
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508,051,546,242 	
51,260,603.873 

 
422,908,949,167 

160,891,9601000 	150,818,130,000 	466,836,534,008 

2014 	 2015 	 2016 

Betanja Modal 	Dana Alokasi Khusus 

2014-2015 
OAK 	mengatami 	penurunan 
sedangkan Belanja ModaL Justru naik 

2015 -2016 
OAK mengalami kenaikan yang 
cukup sugnilikan sementara Betanja 
Modal mengatami sedikit kenaikan. 

• Kelebihan pembayaran atas pengadaan pipa kegiatan pendampingan SPAM IKK pada Dinas 
Tata Ruang. Pemukiman, dan Kebersihan 

• Kekurangan fisik pada dua paket pekerjaan Dinas Kepariwisataan. Kebudayaan, Kepemudaan 
dan Olahraga 

• Proses (elang pengadaan alat kedokteran dan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit PaLabuhan 
Ratu dan Rumah Sakit Sekarwangitidaksesuai ketentuan dan denda keterLambatan betum 
dikenakan 

2  Al  5 Reatisasi belanja modal alas pembayaran pekerjaan pada empat OPO meLebihi realisasi fisik. 
' dan Jaminan pelaksanaan tidak dicairkan 

	

ri L 	KeLebihan pembayaran dua paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan 

	

L'JIU 	Dada DinasPendidikan 



34.22% 	 8209% 

15.11% 

Q.1 

 

006% 	 033% 

2014 	 2015 	 2016 

Relania0perasi 3el2na Modal Belanla  Tidal Terdug 

Proporsj Betanja Modal mengatami 

kenaikan dart 12.66% (2016) ke 15.71% 
(2015). dan naik menjadi 17.78% (2016). 

Proporsi 	Betanja 	Operasionat 

mendominasi dengan rata-rata 84.51%. 

Sedangkan proporsi Betanja Modal rata-

rate hanya sebesarl5.38%. 

2014 2015 	 2111o. 

BeanLa Op.erasi 8lt0.11749U.27Z B0.?5S21t078 4&.79056584 

Betanja Modat 116080.255.51 166.212:543.933 205.02.294.155 

L nia Tidak Terduga 917.995.8011 671052.7511 r4524.4g11 

Rehsasi Belanja Modal tertinggi di Kota Sukaburni pada tahun 2016 sebesar 2O.502.2.I55 
namun nilai tersebut masil', jauh lebih kedi dibar,dingaa', realisasi Belanja Operasi di lahun yang 

sama Rp948.790.565.834 

205,502,294,155 Tree OAK dan Reallgasi Betanje Mdal 
166,212,543.933 	 .* 	rnempai-lihatkanhubungan yangpnaitll'. 

116,080,255.515 	
2014 2015 

- 	Realisasi OAK don Belanj MOdal asms-oan50 
35,047,030,000 	 134,870,734,592 mengalami kenaikan, 

20,967,878,000  

OAK mengalami kenaikn signiflkanseinentara 

	

2014 	 2015 	 2016 Belanja Modal mengalamisedikit'kenaikae. 

-. Belanja Modal 	Dana Alokasi Khusus 

• Terdapat ketebihan pembayaran pada empat SKPD dan kekurangan pengenaan denda 
keterLambatan pada RSUD R. Syamsudin S.H. 

'., 	.'. 

• Kekurangan votume pekerjaan pada empat paket pekerjaan pembangunan dan peningkatan jatan - 
Dinas Perhubungan Kota Sukabumi: 

	

1r11L 	. Realisasi kegiatan swakelota pembangunan MCK pada OinasTata Ruang. Perumahan dan Pemukiman 

	

' 	tidal didukung dengan bukti yang tengkap dan sah: 
• Denda ketertambatan alas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan ramp pada RSUD R. 

Syanisudin. S.H. belum dikenakan 



Hasil dan Pembahasan 

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Gratik 5. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten 
Sukabumi dan Koti Sukaburni (TA. 2014 2016) 

17.50% 

17.00% 

16.50% 

16.00% 	 17.27% 

15.50% 

15.00% 	 . 15.38% 

1450% 	 jdII 
14.00% 

KABUPATEN SUKABUMI 	 KOTA SUKABUMI 

Sumber: Hasil Pemerisaan BPK Semester 12015-2017 'dio1ah,. 

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi Belanja Modal 
terhadap total Belanja Daerah di Kota Kabupaten Sukabumi dan Kota 
Sukabumi selama 3 tahun (2014-20 16) masih sangat rendah, berada jauh 
darl angka 30%, seDagaimana yang diamanatkan Perpres No. 5 Tahun 
2010 tentang RPJMN 2014-2019 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang 
RI'JMN 2015-2019. Dan ke-2 daerah tersebut, Kabupaten Sukabumi 
memiliki proporsi Belanja Modal Jebih tinggi (17,27%) dibandingkan Kota 
Sukabumi (15,38%). 
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Tabel 4. Reatisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi da 
Kota Sukabumi 

1.i 
Terduga 

I 	
2014 743:i4.7487I 	84,54% I 	15,42% 	0.04% 

Kabupaten 2015 .2.984.849.234.377 1, 	82,26% 17.61% 	0.13% 

Sukabumi 2016 " 	 2.935,832.041.417 1 	81,12% 18,78% 	0.11% 

Rata-Rata 'I.n1ñ.4I 

917.115.741.592 

1 	82.64% 17.27% 	0.09% 

2014 87.67% 12.66% 	0.10% 

Kota 2015 1.057.842.417.761 84,22% 15.71% 	0.06% 

Sukabumi 2015 1.155.74.381 82,09% 17,78% 	0.13% 

Rata-Rata 1.043.567.514.581 84,66% 15,38% 	0,09% 

Sumht'r: 1-/ax/I Pe'merikvaan BPK .S'cme'.cter I Ta/ian 2015-2017 (diola.i) 

Berdasarkan data dari tabel diatas, di Kabupaten Sukabumi persentase 
belanja daerah tertinggi selama tiga tahun (2014-2016) sebesar 82.64% 
sementara persentase belanja modal jauh lebih kecil dengan persentase 
sebesar 17.27%. 

Sedangkan di Kota Sukabumi diketahui rata-rata Belanja Daerah 
tertinggi selama 3 tahun terakhir sebesar 84,66%, sementara rata-rata 
persentase Belanja Modal sangat rendah, yaitu hanya 15,38%. 

H. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan grafik tren antara DAK dengan Belanja Modal pada 2 
kabupaten/kota tersebut, tren DAK dan Belanja Modal mengalami 
fluktuatif. Pada Tahun 2015 DAK mengalami penurunan dan 
Rp 160.891.960.000,00 (2014) menjadi Rp 150.818.730.000,00. Namun 
sebaliknya, realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dan 
Rp422.908.949 167,00 (2014) menjadi Rp508.05 I .546.242,X. Pada 
tahun 2016 realisasi DAK mengalami kenaikan signifikan menjadi 
Rp466.836.534.008,00 atau naik 209,53% dan Rp150.818.73J.000,00 
(2015), yang diikuti sedikit kenaikan realisasi Belanja Modal dari sebesar 
Rp508.05 1.546.242,00 (2015) menjadi sebesar Rp55 1.260.603.873,00 
atau naik 8,50%. 

Hubungan yang positif ditunjukkan oleh Kota Sukabumi dimana 
kenaikan realisasi DAK selalu diikuti dengan kenaikan realisasi Belanja 
Modal. Pada tahun 2015, ketika realisasi DAK naik 62,37% dan 
Rp20.967. 878.000,00 (2014) menjadi Rp30.047.030.000,00 yang diikuti 
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Belanja Modal meningkat 43,18% dari Rpl 16.080.255.515,00 menjadi 
Rp166.212.543.933,00. Kemudian pada tahun 2016, DAK naik 

signifikan sebesar 328,89%, yaitu dari Rp30.047.030.000,00 menjadi 
Rp134.870.734.592,00, Belanja Modal juga naik 23,63% dan 
Rpl 66.212.543.933,00 menjadi Rp205.502.294. 155,00. 

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk menunjang Belanja Modal pada ke-2 
kabupaten/kota. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya 
kenaikan DAK, realisasi Belanja Modal masih sangat rendah, seperti 
pada grafik diatas bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki proporsi 
Belanja Modal 17,27% dan Kota Sukabumi 15,38%. 

Ill. Pertanggungj awaban Belanj a Modal 

Berdasarkan hasil pcmeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang 
terjadi selama tahun 2014-2016 pada 2 kabupaten/kota. Secara garis 
besar, temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran, denda 
keterlambatan belum dipungut, kekurangan volume pekerjaan pada 
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal, proses lelang tidak sesuai 
ketentuan, jaminan pekerjaan serta realiasi belanja yang tidak sesuai 
peruntukannya. 

Rekapitulasi temuan berulang pada 2 kabupatenlkota tersebut adalah 
sebagai berikut: 

Grafik 6. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Sukabumi 
dan Kota Sukabumi Pada Belanja Modal TA. 2014-2016 

Kabupaten Sukabumi 	 Kota Sukabumi 

•Kelebihan Pembayaran 	 •Denda Belum Dipungut 

is Kekurangan Volume 	 Proses Lelang Tdk Sesuai Ketentuan 

Uiaminan Pekerjaan 	 •Realisasi belanja tidak sesual 

Sumber: 1-Jasil Pemerikcaan BPK Semester 12015-2017 (diolah) 
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Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa temuan atas ketidakpatuhan 
yang berulang pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 pada 2 
kabupaten/kota tersebut didominasi oleh jenis temuan kelehihan 
pembayaran dan temuan denda yang helum dipungut (terdapat 3 temuan) 
set-ta kekurangan volume pekerjaan (2 ternuan), temuan atas proses lelang 
tidak sesuai ketentuan,jarninan pekerjaan serta realiasi belanja yang tidak 
sesuai peruntukannya (masing-masing berjumlah 1 temuan). 

Jenis temuan diatas tersebut merupakan jenis temuan yang 
mengakihatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada 
UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal I ayat 22: 
"Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai." 

Temuan BPK atas Belanja Modal yang berulang tersebut sebagai salah 
satu indikator yang mempengaruhi kualitas realisasi Belanja Modal 
sehingga rata-rata persentase realisasi Belanja Modal selama 3 tahun 
(2014-2016) masih sangat rendah clari target RPJMN, yaitu 30%, dimana 
Kabupaten Sukabumi memiliki rata-rata persentase realisasi Belanja 
Modal 17,27% dan Kota Sukabumi hanya 15,25%. 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN BOGOR 

(Daerah Pemilihan Jawa Barat V) 

Berdasarkan Laporm Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-20 16 
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74.09% 	 7e.48 	 74.3% 	 Proporsi Balanja Modal mengalami 

ker9aikan dari 2565 % (2014) he 26.29% 

(2015). namun turun kembati menjadi 24.26% 

(2016). 
• 2S,9% 	 26.29% 	 24.29% 

Proporsi BetarIja Operasienat mendomirsasi 
079% 023% 	 020% • 	

- 	 dengan rata-rata 74,31%. Sedangkan 

- 	 proporsl Betanja Modal rata-rala hanya 
2014 	 201.5 	 2016 	

sebesar25.40%. 

Bolanja Operausonal Selanja Modal Eelan)a Tidak Tecduga 

2014 	1 2015 2016 

r BetanjaOperaol 3.560.104.226.453 4 079.108.843.329 4.801.062.119.996 

Belanja Modal 1.232.249.681.373 1.459647.299.638 1.541.830.222.578 

L BetanjalidakTerduga 12.440.850.557 12.727.609.296 12.850.933.650 

caoupaten aogor rnencatatkan belanja Modal tertlnggl pada tahun 2016 Rpl.541.830.222.578 
.rtamun nslai tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan realisasi Belanja Operasi di tahun yang 

sama Rp4.801.062.119.996 

1.541,830,222,578 	
2014- 2015 

1,232,249,681,373 	1,459,647,299,638 	 Tren OAK dan Belanja Modal menunjukkan 

-• ---- * 	adanya hubungan positif. OAK dan Belanja 

Modal sama-sama mengalami kenaikan 

506,469,716,920 

189,997,540,000 	 198,148,350,000 	 2015-2016 

Tren DAK dan Belanja Modal menunjukkan 

2014 	 2015 	 2016 	
adanya hubungan positif, meskipun OAK 

naik slgnifikan namun kenaikan Belanja 

-'*'Belanja Modal 	 Dana Alokasi Khusus 	Modal cenderung sedikit 

• Bdanus modal pengadaan ,ptkasi s,stem informas rnanajemen rumah saka pada rumab sakit umum daerah <ileungsi 

O 	lidak sesual dengan spesifikasi teknls dalam kontrak; 
• 8elana modal pada dua kegatan yang meoggunakan aoggaran bantuan provinsl pacia dlnas pendidlkan tidak sesual 

ketentuaps dan berindikasi leb.h dbayarkan 

• Kekurangan volume pertsitungan gambar tidak sesual dengan volume dalam RAB, dan kesalahan harga satuan pada 
pembangunan Cantor Kecamatan Kemang dan pada pada pembangunan geding instalasl penunjang medIc RSUD 

2015 	Ciawl, cart, dl pada peker1aan pembaniurian gedung ruang rawat inap IGAKINI RSUD Ciblnorsg; 
• Kekurangan volume dan denda keterlambatan belum dikenakan pada pembangunan stadlon Pakaosarl; 

• Kekurangan volume pekerjaan peningkatan lalan pada Oman Bina Macga dan pesgairarn 

• Keleblhan Pembayaran acas keburngan volume paket pekerjaan pada Dinas Pu dan Penataan Ruang dan Oman 
Pernuda dan Olah Raga serta pada paket pembangunan saluran higasi tersier/sekunder perikanan dl Dinas Peternakan 

2016 	Perlhanan; 
• Penyelenaian pekerjaan alas realmsasl Belanja Modal terlambat, belum dikenakan denda keterlambatan dun juminan 

petaksainaari belum diperpanjang 



HasH dan Pembahasan 

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Grafik 7. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Katupaten Boor 
(TA. 2014-2016) 

1/us!! f'1nuri/sthni J]1K Sc/ncSILr I iuliieii 2015-201 7 lio u/i) 

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi BeI.anja Modal 
terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Bogor selama 3 tahun (20 14-
2016) baru mencapai 25,40% dan masih dibawah 30%, sebagairnana yang 
diamanatkan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 20 0-2014 dan 
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. 

Tabel 5. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor 

Surnber; 1-his/I 1'iiiiika,,i BPK S€'nw'ici / Tu/uin 2015-201 7 0/Ic l(,/i) 

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat terlihat Belanja Daerah yang 
tertinggi sampai yang terendah dari tahun 2014-2016. A.okasi untuk 
belanja daerah lebih cenderung ke belanja konsumtif yaitu Belanja Operasi 

43 



dengan rata-rata persentase mencapai 74,3%, sementara Belanja Modalnya 
rata-rata hanya 25,40%. Persentase Belanja Modal dari tahun 2015 ke tahun 
2016 mengalami penurunan, yaitu dari 26,29% menjadi 24,26%, sementara 
alokasi belanja daerah, terutama Belanja Modal terus mengalami 
peningkatan. 

II. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan grafik tren antara DAK dengan Belanja Modal di Kabupaten 
Bogor, menunjukkan adanya hubungan positif dimana kenaikan realisasi 
DAK selalu diikuti dengan kenaikan realisasi Belanja Modal. Pada tahun 
2015, ketika realisasi DAK naik 4,28% dan Rp189.997.540.000,00 
menjadi Rp198.148.350.000,00 Belanja Modal tahun 2015 meningkat 
18,45% dari Rpl .232.249.681.373,00 menjadi Rp 1.459.647.299.638,00. 

Dan pada tahun 2016, ketika DAK naik sebesar 155% dan 
Rp198. 148.350.000,00 menjadi Rp506.469.7 16.920,00, Belanja Modal 
naik 5,63% dari Rpl.459.647.299.638,00 menjadi 
Rp 1.541.830.222.578,00. 

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk menunjang Belanja Modal di Kabupaten Bogor. 
Dengan rata-rata persentase Belanja Operasi (20 14-2016) sebesar 74,37%, 
sementara rata-rata persentase Belanja Modal (2014-2016) hanya sebesar 
25,40%. 

Ill. Pertanggungjawaban Belanja Modal 

Berdasarkan basil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang 
terjadi selama tahun 2014-2016 di Kahupaten Bogor. Secara garis besar, 
temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada 
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal, kelebihan pembayaran dan 
belum ditetapkannya denda keterlambatan serta belanja tidak sesuai 
peruntukan. Rekapitulasi temuan berulang di Kabupaten Bogor adalah 
sebagai berikut: 
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Grafik 8. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bogor Pada 
Belanja Modal TA. 2014-2016 

• Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume 

• Kekurangan Volume 

• Denda Belum Dipungut 

Belanja Tidak Sesuai Peruntukan 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2017 (diolah) 

Berdasarkan paparan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas 
ketidakpatuhan pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 di 
kabupaten Bogor didominasi oleh jenis temuan kekurangan volume 
pekeijaan dengan jumlah 5 temuan. 

Temuan kekurangan volume pekerjaan mi adalah jenis temuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada 
UU No.! Tahun 2004 Pasal I ayat 22: "Kerugian negaraidaerah adalah 
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai." 

Temuan BPK atas Belanja Modal yang berulang tersebut sebagai salah 
satu indikator yang mempengaruhi kualitas realisasi Belanja Modal 
sehingga realisasi Belanja Modal masih rendah dari target RPJMN, 
sebesar 30%, yaitu 25,40% apabila dibandingkan dengan Belanja 
operasional yang rata-rata mencapai 74.37%. 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KOTA DEPOK DAN KOTA BEKASI 

(Daerah Pemilihan Jawa Barat VI) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-2016 
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77% 
68% 	 67% 

Proporsi Belanja Modal mengalami 
kenaikan dan 23% (2014) ke 32% (2015) 

dan 32% (2016). 

32% 	 32/ 
23h 	 Proporsi 	Betanja 	0perasonal 

mendominasi dengan rata-rata 71%. 

	

0% 	 0% 	 0% 	Sedangkan proporsi Betanja Modal 

rata-rata hanya sebesar 29%. 

2014 	 2815 	 2016 

	

Belanla0perasi 	Belanja Modal 	Belan1aTidaklerduga 

Reatisasi Beta nja baerah IT 

2014 2015 2016 

Betanja Operasi 2.384.656.396252 2,630,294.085.620 2,970,470,203.284 

Betanja ModaL 719,478.321,954 1,249.956,669,378 1,428036,524.406 

Betanjalidaklerduga 2,762.804.789 930.523.036 5.025.966,335 

Kota Bekasi mencatathan Belanja Modal tertinggi pads tahun 2015 Rpl,428.034.524.406 namun nilai 
tersebut tidak sampai separub dari realisasi Belanja Operasi di tahun yang sama Rp2.970.470.203.284 

1,428,0 34 123 .4 01. 00 
1,249,954,669,378.00 

-- 	

" 	 Tren DAK dan Reatisasi Belanja Modal 

	

719,478,321,954.00 	
' 	 memperlihatkan hubungan yang positi. 

265,959,301,107.00 	
Ketika OAK mengatami kenaikan. reatisasi 

	

21,426,024,000.00 	31,389,560,000.00 	
Betanja Modal juga ikut naik 

2014 	 2015 	 2016 

Daro Alokosi Khustjs 	- 	'—Befa8j4 Modo 



71% 	 72% 	
0 63/0 	 Proporsi Betanja Modal mengatami 

penurunan dan 29% (2014) ke 28% (201$) 

	

0 	 7o/ 	dan nalk cukup signfikan menjadi 37% 
ica 	29, 	 28% 	 (2016). 

0% 	 0% 	 00 	Proporsi 	Belanja 	Operasional 
mendomiriasi dengan rata-rala 69%. 

	

2314 	 2015 	 206 	
Sedangkan proporsi Belana Modal rata- 
rata hanya sebesar 31%. 

Bni 0porai 	Belaiia Modal 	OeiaTidaklcrdugo 

Betanja Oporasi 

24 2ffl5 20i6 

1.562,474.468.032 1,733.973.547,568 1.428,289.389.098 

Betanja Modal 582,004.462,577 615.731,792,480 1.018,655.640,158 

Betanja Tidaklerduga 1.034.788.450 388.759.118 2,627,615.840 

K.ota Depok mericatalkan Belanja Model tertinggl pads tahun 2016 Rpl.018.65$.660.158 namun niLsi 
tersebut masih lebih kecitdani reatisasi Betanja Operasi di tahun yang sama Rpl.733.973.547.588 

1,018,655,640,15/90 

582,004,462,577.00 

--- 	.{6a5.731.792.480.00 

-  
33,684,848,000.00 	22,507,760,000.00 	

546,928,457,500.00 

2014 	 2015 	 2016 

* 	Dona Alokasj Ohusus 	0:lanja Modal 

2014-2015 
OAK mengatami penurunan sedangkan 
Betanja Modal justru naik 

2015-2016 
OAK mengatami konaikan yang cukup 
signifikandlikuti kenaikan Betanja Modal. 

Kekurangan Volume Pekerjaan dan Kesalahan Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan pada 
Dines Bins Marga dan Sumber D.ya Air dan pads Dines Tata Ruang dan Permukiman 

...j. Kelwrangan Volume Pekerjaan pads Dines Bins Marga dan Sumber Days Air saris pada Dines 
Tat. Ruang dan Permukiman 



Hasil dan Pembahasan 

Proporsi BelanjaModal Pada Struktur Belanja Daerah 

Tabel 6. Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi dan Kota Depok 

Kab/Kota 
Total Belanja 

Daerah 

% 
Belanja 
Operasi 

% 
Belanja 
Modal 

% Belanja 
Tidak 

Terduga 

2014 3,106,897,522,995.00 76.75% 23.16% 0.09% 

Kota 2015 3,881,179,278,034.00 67.77% 32.21% 0.02% 

Bekasi 2016 4,403,530,694,024.82 67.46% 32.43% 0.11% 

Rata-Rata 3,797,202,498,351.27 71% 29% 0% 

2014 2,011,328,640,125.00 71.01% 28.94% 0.05% 

Kota 2015 2,178,595,019,630.00 71.72% 28.26% 0.02% 

Depok 2016 2,755,256,803,566.27 62.93% 36.97% 0.10% 

Rata-Rata 2,315,060,154,440.42 1 	69% 31% 0% 

Sumber: Hasil Petneriksaan BPK Semester 12015-2017 (diolah) 

Tabel diatas rnenunjukkan bahwa dalam periode tahun 2014-2016, 
realisasi Total Belanja Daerah Kota Bekasi secara rata-rata 
Rp3,797,202,498,35 1.27, sedangkan realisasi Total Belanja Daerah Kota 
Depok secara rata-rata Rp2,3 15,060,154,440.42. Dari Total Belanja 
Daerah tersebut, proporsi Belanja kedua kota masih sangat didominasi 
Belanja Operasi dengan proporsi rata-rata 71% (Kota Bekasi) dan 69% 
(Kota Depok). 

Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah di Kota Depok 
selama 3 tahun (2014-2016) sudah mencapai 31%, atau telah mencapai 
target Belanja Modal minimal 30% sebagaimana yang diamanatkan 
Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2014-2019. Sedangkan proporsi 
Belanja Modal Kota Bekasi secara rata-rata selama 3 tahun (2014-2016) 
belum mencapai target Belanja Modal minimal. 

Walaupun pada tahun 2015 dan 2016 proporsi Belanja Modal Kota Bekasi 
sudah mencapai 32%, namun karena proporsi Belanja Modal di tahun 2014 
hanya 23% maka secara rata-rata proporsi Belanja Modal terhadap total 
Belanja Daerah di Kota Depok selama 3 tahun (2014-2016) barn mencapai 
29%. 

Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan yang 
cenderung positifditunjukkan oleh kedua kota. Ketika realisasi DAK naik, 
realisasi Belanja Modal juga mengalami kenaikan pada periode yang sama. 
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Terdapat persamaan antara Kota Bekasi dengan Kota Depok dimana 
peningkatan realisasi DAK terjadi secara linear dan signifikan terutama di 
taliun 2016. 

Pada Kota Bekasi, di tahun 2016 realisasi DAK naik sebesar 747%, dan 
Rp3 1,389,560,000 menjadi Rp265,959,30 1,107. Belanja Modal naik 
sebesar 14%, dari Rp 1,249,954,669,378 menjadi Rp 1,428,034,524,406. 

Sernentara pada Kota Depok, di tahun 2016 realisasi DAK naik sebesar 
553%, dari Rp22,507,760,000 menjadi Rp146,928,457,500. Belanja 
Modal naik signifikan sebesar 65%, dari Rp615,731,792,480 menjadi 
Rpl ,0 18,655,640,157.90. 

Kondisi di kedua kota mi menunjukkan bahwa DAK telah dimanfaatkan 
dengan cukup optimal untuk meningkatkan realisasi Belanja Modal. 
Secara makro, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK telah dimanfaatkan 
dengan baik untuk menunjang realisasi Belanja Modal di kedua kota 
tersebut. 

III. Pertanggungjawaban Belanja Modal 

I3erdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan atas Belanja Modal 
yang terjadi selama tahun 2014-2016 pada Kota Depok. Sementara pada 
Kota Bekasi tidak terdapat temuan atas Belanja Modal. Secara urnurn, 
temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada 
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal. Rekapitulasi temuan atas Belanja 
Modal pada 2 kota tersebut sebagai berikut: 

Grafik 9. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kota Depok dan 
Kota Bekasi (TA. 2014- 2016) 

Kota Depok 

Kota Bekasi 

 

• Kekurangan Volume 	• Kelebihan Pemhayaran 

Kesalahan Penganggaran m Denda Belum Dipungut 

Sumber: Hasil Pemerik.saan BPK Semester I 2015-20/7 (diolah) 
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Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas Belanja Modal 
Tahun Anggaran 2014-2016 di Kota Depok didominasi oleh jenis temuan 
kekurangan volume pekerjaan dengan total 2 temuan. 

Temuan kekurangan volume pekerjaan mi adalah jenis temuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada 
UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22: "Kerugian negara/daerah adalah 
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 
Ialai." 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN PURWAKARTA, 

KABUPATEN KARAWANG DAN 
KABUPATEN BEKASI 

(Daerah Pemilihan Jawa Barat VII) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-2016 
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78.12% 	78.27% 	81.72% 

	

21.88% 	21.73% 	18.28% 

	

0.00% 	0.00% 	0.00% 

	

2024 	 2015 	 2013 

Propersi 	Belanja 	Modal 	mengalami 
penurunan dari 21.88% (2014) ke 21.73% (2015), 
don menjadi 18.28% (2016). 

Proporsi Belanja Operasional mendominasi 

clengan rata-rata 79.37%. Sedangkan proporsi 
Belanja Modal rata-rata hanya sebesar 

20. 63%. 

1'~~~MaUi!asi BeLanja Daerah 

2014 2015 - 	 2016 

Belanja Operasi 1.178.759.579.200.00 1.289.164.493.092,00 1.273.295.215.556.00 

Belanja Modal 330.239.453.173.00 357.890.382.874.00 284.796.124.018,00 

BelanjaTidakierduga — 15.142.200.00 - 

Kabupaten Purwakarta mencatatkan Belanja Modal tertinggi pada tahun 2015 Rp357.890.382,874.00 
namun nitai tersebut masih jauh lebih kecit dibandingkan realisasi Belanja Operasi di tahun yang sama 

Rpl.289.164.493.092.00 

357,890,382,874.00 

	

330,239,453,173.00 	
.,- 	 284,796,124018.00 	2014-2015 oil-

OAK dan Belanja Modal secara 
117,353,333,003.00 	bersama-sama meningkat. 

43,955,320,000,00 

	

41,050,470,000.00 	 - ..- 	 ... 	 2015-2016 

DAK mengalami kenaikan namun 

2014 	 2015 	 2016 	realisasi Belanja Modal menurun 

	

Dana Alokasi Khuuus 	' 	 Belanja Modal 

Kekurangan Volume Peker1aan: Penataan Ruang, Pembangunan Gedung Penunjang Pelayartan Puskesmas 
Munjuljaya padaDnasKeseh3t3n 

' . Kelebihan Bayar Penataan Air Mancur Situ Buleud pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

" 

Kelebihan Pembayaran alas Belanja Jasa Konsultan pada Oman Bina Marga dan Pengairan dun DinasTala Ruang 

'j dan Cipta Karya 

Indikasi Kelebihan Pembayaran atas Pembangunan Sport CenterPurnawarnan (Gedung Olabraga) 

Kekurangan Volume Pekerjaan: Pengadaaan Interior Bale Citra Resmi, Indikasi Pemahalan Belanja Bahan Dekora5l dan 

Desain Interior/Ekstenmor pada Sekretariat DPRO, Kegiatan Lanjutan Pembangunan Sport Center pada Oman Pendidikan 

Periouda don Olabraga. dan Kegmatan Penibonnunan Laboratonium Daerah pada DinasKesehatan 
Kelehihan Pembayaran Biaya Langsung Personil pada Badan Perescanaan Pombanqunan Daerah dan Biaya Langsung 

Personil Tmdak Dapat Dibayarkan pada Dinas Cipta Karyo dan Tata Roang. serta Poterism Kelebmhan Sopor Mutu Beton Tidak 

Sesuam SpesilikasiTeknis ISalam Kontrak  



	

SO 91.% 	8254% 	84.44% 	Proporsi Belanja Modal mengaLami 

penurunan dari 1909% (2014) ke 17.46% (2015). 

dan menjadi 15.56% (2016). 

19.09% 	17.46% 	iS 56 	
Proporsi Belanja Operasional mendominasi 

dengan rata-rala 82.63%. Sedangkan 

0.00% 	0.00% proporsi Belanja Modal rata-rata hanya 

sebesanl7.37%. 

	

20 	 2915 	 2915 

2014 	 2015 2016 

Belanja Operasi 

Belanja Modal 

2.513.293.177.434,77 	2.983.120.894.522,97 3.116.578.516.914.26 

592.851.397.329.00 	631.019.911.645.00 574.175.225.515.00 

Belanja TidakTerduga - 	 - 48.091.461.00 

Kabupaten Karawang mencatatkan Belanja Modaltertinggi pada tahun 2015 Rp631.019.911.645.00 namun 

nital tersebut rnasih jauh lebib kecil dibandngkan realisasi Belanja Operasi di tahun yang sama 

Rp2.983.120.894,522.97 

Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

	

592,851,397,329.00 	 574,175.225,515.00 

342,419,636.006.00 

132,377,270,000.00 

	

124,624,020,000.00 	 . 

2014 	 2015 	 2016 

2014- 2015 

OAK dan Realisasi Belanja Modal meningkat 

2015- 20 16 

OAK meningkat dan Realisasi Belanja Modal 

justru mengatami penurunan 

Dana Alokaoi Khusus 	-. Belanja Modal 

Kehurangan Volume Pekerjaan. Sebela5 Paket Pekerjaan Persngkatari J0L08 dan Tanggul pada Dinas B,na 
Marga dan Pengairan. Enarn Pakel Pekerjaan Peningkalan Jalan pada Oman Cipta Karya. dun Pekerjaan Tidak 
Sesuam Spesifikasi alas Pelaksanaan liga Pakel Pekerjaan Pengembangan Deslinasi Wisata Cuodi Jiwa pada 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisala 

' 

Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkalan Jalan pada Oman Bina Marga dan Pengairan 
Paket Kegiatan PenataanTPAS Jalupang pada Ilinas Cipla Karya Belum Dikenakan Denda Keterlambatan 

' Ketebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsuttasi Perencanaan dan Pengawasan 

:.. . 	.,:: 5*n' 	-•. ... 

Kekurartgan Volume Pekerjaan pada Dinas Cipta Karya 
Kekurartgan Volume Pekerjaan Peninigkatan Jalan pada Oman Bins Marga dan Pengairan 



67.25% 	70.39% 	70.48% 

32.69% 	29.60% 	29.51% 

0.06% 	 0.01% 	 0.02% 

2014 	 2015 	 2014 

Ott, ji 0utt 	1tnju 010441 	[t2Ianj. TttItt 1 or 

Proporsi Betanja Modal mengalami 
penurunan dari 32.69% (2014) he 29.60% 
(2015). dan menjadl 29.51% (2016). 

Proporsi 	Belanja 	Operasiorial 

mendominasi dengan rata-rata 69.37%. 

Sedangkan proporsi Belan,ja Modal rata-

rata sebesar30.60%. 

Reatisasi• 	Belanja 'jgh 

2014 2015 2016 

Betanja Operasi 2.403.698.975.546 2.770.968.883.552 3.110.650.607.439. 

Belanja Modal 1.168.556.174.474 1.165.153.095.189 1.302.248.458.477, 

Betanja TidakTerduga 2.099.356.912 448.755.700 733.116.101, 

Kabupaten Bekasi mencatatkan Belanja Modal tertinggi pada tahuri 2016 
Rpl,302,248,458.477.00 namun nh(ai tersebut masih jauh Lebih kecit dibandingkan reatisasi 
Belanja Operasi di tahun yang sama Rp3.110,650.607.439.00 

1,302,248,458,477.00 
1,168,556,170,474.00 

1,165,153,095.189.00 	
2014-2015 - 	

- 	 OAK mengalami kenaikan namun 

320,114,724,380.00 	reatisasi Belanja Modal Menurun 

60,497,224,000.00 

33,351,573,000.00 	
. 	 2015-2016 

DAK dan Belanja Modal meningkat 
2014 	 2015 	 2016 

Dana Alokasi Khuous '- Belanja Modal 

BPKatas  
Kekurangan Volume Pekerjaan: Pombungunan pada Dmas Bangunan. Puriwisala. Budaya. Pemuda. dan 
Otalrraga, Pakel Pekerjaan Jatan Lingkungan, dan Paket Pekerjaan Jatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber 
OayaAir 

________ 	
• ................ .•. 4 - • r.' 

Kekurangan Volume Pekerjaan dan Petaksanaan Pekerjaan yang Betum Sesuai dengan RKS pada Dinas 
Bangunan 
KekuranganVotumePekerjaanpadaDinasBinaMargudan PnngetolaanSumberDayaAir 

1-- 	

' Pengetotaan Fasititas Umum (Fasum)TanahTempat Pemakaman Unium (TPU) Belum Sesuai Keterrtuan 

___-.•. 	 .-:.•-, 	..... .--- 	.•... 	.• 
Petaksanaan Pekerjaan: Pembangunan Jatan. Jembutan. dun Irigusi pada Disas Bina Marga dan Pengntotaan 
Somber Daya Air (DMPSDA). serta Pekerjaan Peningkutan Jatan Saranu Penunjartg Kampung Netayan pada 
Oman Poternakan, Perikanan duo Ketautanlidak Sesuui Kontrak 
Kelebihan Pembayaran alas Kekurangan Volume Pekerjaan pada Tiga Paket Pnkerjaan Pengadaan Bangunan 
rlurtGndungpudaDinasBangunan 



Hasil dan Pembahasan 

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Grafik 10. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten 
Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang (TA. 
2014-  2016)  

20.63% 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-201 7(dio/ah 

Berdasarkan grafik diatas, terlihat realisasi Belanja Modal di 3 
Kabupaten!Kota selama 3 Tahun (2014-2016), Kabupaten Bekasi yang 
mencapai 30% seperti yang tertuang pada Perpres No.2 Tahun 2015 
tentang RPJMN 2014-2019 yaitu sejumlah 30,60%. Kabupaten 
Purwakarta dan Karawang memiliki nilai rata-rata Belanja Modal yang 
lebih rendah sebesar 20,63% dan 17,37%. 

Jika dicerniati lebih detail, akan terlihat perbedaan antarajumlah nominal 
realisasi Belanja Daerah dengan persentase realisasi Belanja Modal pada 
masing-masing kabupaten!kota sebagai berikut: 
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Tabel 7. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta, 
Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi 

21 0 

:: 

 2 I,gMz. 0,00% t1l 

Kab Purwakarta 
2016 	_________________ 01.72% 1828% 0.00% 

F 	1.571.386.796.704,33 79,37% 20,63% 

i 2014 	_______ 80,9 1 19,09% 000% 

2015 02.54% 17.46% (1.0(1% 
Kab Karawang 

20 	(' 	 .. 84.44°/ 15,56% 000% 

kahBek,i 

Rata_Rnta_J 	3.994.401.414.663,33 69,37% 30.60"/ 11,1)3% 

Pada tabel diatas, terlihat belanja daeral: tertingg: hingga yang terendah 
dari tahun 2014-2016. Kabupaten Bekasi memiliki rata-rata belanja 
daerah tertinggi selama 3 tahun. Alokasi belanja daerah digunakan untuk 
keperluan Belanja Modal dengan rata-rata persentase 30,60%. Kabupaten 
Karawang meskipun rata-rata belanja daerahnya satu tinkat dibawah 
Kabupaten Bekasi, namun penggunaan Bela'ija Operasi tertinggi 
mencapai rata-rata 82.63%. Rata-rata belanja daerah terendah adalah 
Kabupaten Purwakarta iengan rasio persentase 79,37% 23.63%. 

II. Tren Dana Alokasi Khusus Dengan Belanj3 Modal Kabupaten 
Bekasi, Kabupaten Kirawang dan Kabupaten Purwakarta 

Berdasarkan grafik tren antara DAK dengan Belanja Modal pada 3 
Kabupaten terdapat wilayah yang merniliki hubungan yang positifantara 

realisasi DAK dengan realisasi Belanja Modal, wilayah tersehut adalah 
Kabupaten Bekasi. Trer tersebut rnenunjukkan semakin besar DAK yang 
didapat, maka alokasi Belanja Modal juga meningkat. Tahun 2016 
realisasi DAK Kabupalen Bekasi mengalami kenaikan yang signifikan 
dari Rp68.497.224.00C,00 menjadi Rp328.1 14.724.398,')O atau naik 
sebesar 379%, Belanja Modal meningkat dan R' 1 .165.153.095.189,00 
menjadi Rpl.302.248.458.477,00 atau naik sebesar 12%. Terdapat 
persamaan antara KaFupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang 
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dirnana DAK meningkat pesat di tahun 2016. Perbedaan terlihat pada 
penurunan nominal realisasi Belanja Modal di tahun 2016. Kabupaten 
Purwakarta pada ahun 2016 mengalami penurunan Belanja Modal dan 
Rp357.890.382.874,00 menjadi Rp284.796. 124.018,00 atau turun 
sebanyak 20%, sebaliknya realisasi DAK pada tahun 2016 meningkat 
dari Rp43.955.320.000,00 menjadi Rp 11 7.353.333.003,00 atau naik 
167%. Kabupaten Karawang pada tahun 2016 menunjukkan menurunnya 
Belanja Modal dari Rp63 1.019.911.645,00 menjadi 

Rp574.175.225.515,00 atau turun 9%, sedangkan DAK meningkat dan 
Rp132.377.270.000,00 menjadi Rp342.419.636.006,00 atau naik 159%. 

Atas penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi DAK 
belum maksimal untuk menunjang realisasi Belanja Modal di 2 
Kabupaten yang tersebut diatas hanya 1 kabupaten yang Belanja 
Modalnya sudah mencapai 30% dari total Belanja Daerah. 

HI. Pertanggungjawaban Belanja Modal 

Berdasarkan hasil perneriksaan BPK, terdapat temuan herulang yang 
terjadi selarna 2014-2016 pada 3 kabupaten. Temuan dimaksud adalah 
perihal kekurangan volume atas beberapa pekerjaan, pelaksanaan 
pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kelebihan pembayaran, dan 
pengelolaan Fasum (fasilitas umum) belum sesuai dengan ketentuan. 

Grafik 11. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bekasi, 
Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang Pada Belanja 
Modal TA. 2014-20 16 

1 

2 

Kab. Purwakarta 	Kab. Karawang 	 Kab. Bekasi 

• Kekurangan Volume 	 • Kelebihan Pembayaran 

Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak 	Fasum Belum Sesuai Ketentuan 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2017 (dio/ali) 
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Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan ketidakpatuhan yang 
berulang pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 tersebut 
didominasi oleh jenis temuan kekurangan volume pekerjaan dengan 
total 19 temuan yang terjadi di 3 Kabupaten. Temuan terbanyak yaitu 
Kabupaten Karawang (7 temuan). Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Bekasi memilki jumlah temuan yang sama (6 temuan). 

Jenis-jenis Temuan tersebut diatas merupakan jenis temuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal mi dijelaskan pada 
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22: 
"Kerugian negara!daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai." 



KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN CIREBON, 

KOTA CIREBON DAN 
KABUPATEN INDRAMAYU 
(Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-20 16 
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8702% 	83.63% 	7934% 

WA 	1298 	i637 	7066° 
/n  

0.00% 	0.00?/ 	0.00% 

2O1 

Proporsi Belanja Modal mengalami 
penurunan dari 12.98% (2014) ke 16.37% 
(2015), dan menjadi 20.66% (2016). 

Proporsi 	Belanja 	Operasionat 

mendominasi dengan rata-rata 83.33%. 

Sedangkan proporsi Belanja Modal 

rata-rata hanya sebesar 16.67%. 

2014 2015 2016 

Belarija Operasi 2.167.593.321.409,00 2.246.109.243.046,00 2.345.255.529.014.64 

Belanja ModaL 323.301.978.738.00 439.768.587.939,06 610.529.622.954.95 

B1an;a TidakTerduga - - I 	17.070.000.00 

Kabupaten Bekasi mencatatkan Belanja Modal tertinggi pada tahun 2016 
Rp610.529,622.954.95 namun nilat tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan realisasi 
Belanja Operasi di tahun yang sama Rp2,345,255,529,014.64 

- 	 Tren Dana A(okasiKhusus dan Betanja ModaL 	 I 
6 10, 52 9,62 2,95 1. 95 

439,768,587,939.06 
2014-2015 

	

323,301,878,738,00 	 . 	 547,444,777,031.00 	DAKdan Belanja Modal Meningkat 
........... 

185,706.720.000.00 

	

76,145,520,000.00 	, 	 2015-2016 
DAKdan Betanja Modal meningkat 

2014 	 2015 	 2016 

Dana Alokasi Khusus . 	Belanja Modal 

Aset Patok dan Papan Hasil Pengadaan TA 2013 dan TA 2014 di Oman Pengelotaan Sumber lJaya Air dan 'T 
Portambangan Tidak Sesuai Fungsi dan Tidak Oapat Dimanlaatkan 

Zebihan Pemboyaran Pekerjaan: Pembangunan Rumah Sakit RSUO Arjawinangun dan Pekerjaan Lanjutan 
mbangunan Stadion Otahraga Tahap II 

Pernberikan Kesempalan 50 Hari Katender untuk Menyelesaikart Sisa Pekerjaan Konstruksi yang Metewati 
Tahun Anggaran 2015 pada Oman Gina Marga, RSUD Arjawinangun, Oman Cipta Karya dan Tata Ruang Getum 
Seperiuhnya Mengikuti Peraturan Bertaku 

Kelebihan Pembayarao alas Belanja Modal: Pengadaan Konstnuksi/Pembelian Gedung Kantor pads Dinas 
Kesehatan, Gedung Olah Raga pada Dinas Cipta Karya dan Tala Ruang, Konslruksi Janingan Irigasi pada Oman 
Pengetolaan Sumber llaya Air dan Pertarnbangan 



	

80.11% 	80.47% 	79.64% 

19 6 	19 D3% 	20 36/ 

0.00% 	0.00% 	0.00% 

	

214 	 7O  

Proporsi Belarsja Modal fluktuatif dan 
19.65% (2014) ke 19.53% (2015), dan 
menjadi 20.36% (2016). 

Proporsi 	Be(anja 	Operasional 
mendominasi dengan rata-rata 80.07%. 
Sedangkan proporsi Belanja Modal 
rata-rata hanya sebesar 19.85%. 

2014 2015 2016 	I 
Betanja Operasi 959.185.971.321.00 1.090.167.647.627,00 1.165.453.019000J 
Betanja Modal 235.233.597.636,00 264.561.671.148,00 297.984.371.898,00 

Betanja Tidak Terduga 29.053.500.00 - 3.310.200.00 

Kota Cirebon mencatatkan Belanja Modal tertinggi pada tahun 2016 Rp297,984,371.898.00 
namun nh(ai tersebut masih jauh lebih kecit dibandingkan reaLisasi Belanja Operasi di tahun 
yang sama Rpl.165.453,019.660.00 

297.984,371,698.00 

264,561,671,148.00 

235,233,597,636.00 

206,918.604,124.00 

141,699,660,000.00 

32,145,380,000:00 

2014 	 2015 	 2016 

Dana Alokasi Khusus 	- Belanja Modal 

2014-2015 
DAK dan Belanja Modal Meningkat 

2015-2016 
DAK dan Betanja Modal meningkat 

Pelaksanaan Penghapusan atas Aset Pemerintah Kota Cirebon Tidak Sesuai Ketentuan dan 
Hasil Penjualan terhadap Aset yang Dihapuskan Tidak Dsetor ke Daerah 

Ketebihan Pembayaran atas Beberapa Pekerjaan pada Dinas PUPESDM 

Kekurangan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada Beberapa Pekerjaan Peningkatan Jalan di 
DPUPESDM 
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD dan Pekerjaan Peningkatan Jatan. Jernbatan. Trotoarisasi 
dan Grainase Tepi Jalan Tertambat dan Belum Dikenai Denda Keterlambatan 



72.70% 	
67.00% 

27.27% 	33.00% 

15.04% 

0.02% 	
0.02% 	0.00% 

Wi 

Proporsi Batanja Modal meningkat 
dan 15.014% (2014) ke 27.27% (2015), dan 
menjadi 33% (2016). 

Proporsi 	Belanja 	Operasional 

mendominasi dengan rata-rata 
74.88%. Sedangkan proporsi Belanja 

Modal rata-rata hanya sebesar 

25.10%. 

2014 2015 2016 

BeLanja Operasi 2.164.971.380.083.00 1.903.066.031.958,00 1.904.367.306.223,00 

Belanja ModaL 383.331.021.062.00 713.948.024.551.00 937.843.790.077.00 

BeLanja TidakTerduga 592.250.000.00 588.798.500.00 — 

Kabupaten lndramayu mencatatkan Betanja Modal tertinggi pada tahun 2016 
Rp937.843,790.077.00 namun nitai tersebut masih jauh Lebih keciL dibandingkan reaLisasi 
Belanja Operasi di tahun yang sama Rpl,904,367,306.223.00 

937,843.790.077.00 

	

713,948,024,551.00 	_" 

383,331,021,062.00 	
455,873,826,500.00 

198,973,500,000.00 

102,472,650,000.00 

2014 	 2015 	 2016 

Dana Alokasi Khusus 	. 	Belanja Modal 

2014-2015 
DAK dan Betanja Modal meningkat 

2015-2016 
OAK dan Belanja Modal meningkat 

Pemutusan Kontrak Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pengelotaan Sumber Daya Air. 

Pertambangan dan Energi Tidak Diikuti Pencairan Jaminan Pe[aksanaan 

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Auditorium Gedung Mutiara Bangsa Tahap VI pada 
Dinas Cipta Karya lidak Menyelesaikan Pekerjaan dan 8etum Dikenai Sanksi 

Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Bina Marga 
dan Pekerjaan Betanja Modal Gedung Puskesmas Kaplongan pada Dinas Kesehatan 

c ........- -  .. 

Kelebihan Pernbayaran Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 
RSUD MA Sentot Patrol serta Kekurangan Penerimaen dari Denda Keterlambatan 
Pekerjaan pada RSUD MA Sentot Patrol 



Hasil dan Pembahasan 

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Grafik 12. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten 
Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon (TA. 2014- 2016) 

Kab. 	Kota Cirebon 	Kab. Cirebon 

Indramayu 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah) 

Berdasarkan grafik diatas, terlihat realisasi Belanja Modal di selama 

3 Tahun (2014-2016) belum berhasil mencapai 30% dari total 
Belanja Daerah seperti yang telah dijelaskan pada Perpres No.2 
Tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019. Realisasi Belanja Modal 
tertinggi adalah Kabupaten Indramayu sebesar 25,10% kemudian 
Kota Indramayu 19,86%, dan yang terendah Kabupaten Cirebon 
sebesar 16,67°/c. 

Jika dicermati lebih detail, terdapat perbedaan antarajumlah nominal 
realisasi belanja daerah dengan persentase realisasi Belanja Modal 
di tiap kabupaten!kota, dengan rincian sebagai berikut: 
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label 8. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, K.ta 
Cirebon dan Kabupaten Indraniayu 

20)-) ' 87,02% 12,98% 000% 

2013 2.685877.830965.06 83.63% 16.37% 000% 
Kab  

Cirebon 
.955 802.221.909,59 79,34% 20.66% 0,00% 

Rath-Rat. 2.10.858.451.03388 83.33% 16,67% 400% 

97324.93.957,0(1 80,30°A 19,69% ((.00% 

811 4,6 19 	/ 000 
Koh 

Cirebo,, 
(4 	•)7))( 	9(9) 7964% 20.36% 0.00% 

0,00% Rat1-140, 1.338.49%313.J3,33 80.14% 19,86% 

0,02510 2 548.894.63). 145,00 	84,94% 	13,04% 

20)5 7.t,7 1162 358 (101,00 72,70% 27,27% 0,02% 
Kab 

tnlramayu 
2016 .242.21.).,,00 	- 07,00% 33,30% 9,09% 

74.88% 25.10% 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Senie.i 'i / 21)12-2(17 (/eoiaI1) 

Pada tal1 diatas, terlihat belanja daerah tertinggi hingga ya.g terendah 
dari tahun 2014-206. Kabupaten Cirebon merupakan wilavak dengan 
rata-rata belanja daerah tertinggi selana 3 tahun. Alokasi beI3n a daerah 
lebih mengarah pada Belanja Operasi dengan rata-rata persentase 
mencapal 83,33%. Selanjutnya Kota Cirebon dengan raio Belanja 

Operasi .:Iengan Be1nja Modal 80,14 1/: 19,86%, dan yang teakhir yaitu 

Kabupatn 1ndramyu merupakan wilayah derigan rata-r.ita belanja 
daerah trendah dengan rasio Belanja Operasi dengan Belanja Modal 

74,88% 25,10%. 

II. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 
Terdapat persamaan pada 3 kabupatenkota di Jabar VIII yaitul niemiliki 
hubungm yang positif antara realisa.i DAK dengan realis3.si Belanja 
Modal yaitu dengan semakin besar DAK yang didapat, n'aka alokasi 
Belanja Modal juga meningkat. Kondisi tersebut rnenghi1kan tren 

sebagai berikut: 

1. Kabaten CireI'on di tahun 2016 realisasi DAK menirgkat drastis 
darl Rp 185.706.720.000,00 menjaci Rp537.444.777.03 I ,'O itau naik 
seber 189% can realisasi Belanja Modal juga men ngkat dan 



Rp439.768.587.939,06 	menjadi 	Rp6 10.529.622.954,95 	atau naik 
sejumlah 39%. 
Kota 	Cirebon 	di 	tahun 	2016 	realisasi 	DAK 	meningkat dan 
Rp 141.699.660.000,00 	menjadi 	Rp206.9 18.60.124,00 	atau naik 
sebesar 46% seiring dengan meningkatnya Belanja Modal dan 
Rp264.56 1.671.148,00 	menjadi 	Rp297.984.37 1.898,00 	atau naik 
sebesar 13%. 
Kabupaten lndramayu di tahun 2016 realisasi DAK meningkat dan 
Rp 198.973.500.000,00 menjadi Rp455 .873.826.500 atau naik sebesar 
129% 	diikuti 	dengan 	meningkatnya 	Belanja 	Modal dan 
Rp7 13.948.024.551,00 	menjadi 	Rp937.843 .790.077,00 	atau naik 

sebesar 31%. 
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk disalurkan pada Belanja Modal. 

III. Pertanggungjawaban Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan atas Belanja 
Modal yang terjadi selama 2014-2016 pada 3 kabupaten/kota. Temuan 
dimaksud adalah perihal kekurangan volume pekerjaan terkait pekerjaan 
Belanja Modal, kelebihan pembayaran, keterlambatan beberapa 
pekerjaan, dan menyelesaikan sisa pekerjaan konstruksi yang melewati 
satu Tahun Anggaran. Rangkuman temuan atas Belanja Modal pada 3 
kabupatenlkota adalah sebagai berikut: 
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Grafik 13. Rekapitulasi Junilah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Indram ayu, 
Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon Pada Belanja Modal TA. 
2014-2016 

3 

2 

E E E 
Kab. Cirebon Kota Cirebon Kab. Indramayu 

• Kekurangan Volume U Kelebihan Pembayaran 

Denda Belum Dikenakan 	Menyelesaikan Sisa Pekerjaan 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2016 'diolah) 

Berdasarkan tampilan grafik diatas dapat diketahui temuan atas 
ketidakpatuhan pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 pada 3 
kabupaten/kota didominasi oleh jenis temuan kelebihan pembayaran. 
Kabupaten Cirehon adalah wilayah dengan jumlah temuan terbanyak (4 
temuan), sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Indramayti (2 
temuan). 

Jenis-jen:s temuan tersebut diatas adalah jenis temuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada 
UU No. I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22: 
"Kerugian negaraldaerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai." 



KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN SUBANG, 

KABUPATEN MAJALENGKA DAN 
KABUPATEN SUMEDANG 
(Daerah Pemilihan Jawa Barat IX) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-2016 

.5 '  

S.- - 
•.UA V 

	

- 	 .. 	

'.5 

	

:, 	 •• 	. ....- 	
5 	 JARA 

	

JABAR V 	
•••'.kId 	

- 
I) KU$Iç •• 	 W Id l  (  

	

- 	 JAARIX 	 S 
8KURSt) 	• '.'.. 5: - 	 . 	 . 

 

	

.JABAR IV 	
. 

	

'(6 KURSI) 	- 	:i 

- -JABAR III 	...............:.... 
(Q KURSI) 	

JAAR $1 
10 KURS:p 

IA. 



80.00% 	76.70% 

	

19.94% 	23.17% 

0.13% 	0.06% 	0.13% 

2015 	 201b 

5J 	.1ri.lV,iooj, ti.,k 

Propors Belanja Modal terua 

menurun dan 22,32% (2014) ke 19,94% 

(2015). kemudien nak menyen*uh 
anglca 23.17% (2016). 

Sedangkan ReLana Operasional 
meninqkat dari 77.55% (2014) menjadi 
80,00% (2015) dan kernudtan menurun 
menjadi 76.70% (2016). 

2014 2015 	
j 2016 

Belanja Operasi 1.682.118.584351.00 1.923.638.797.532.00 1.735.172.298.750.00 

Belanja ModaL 484.223.520.521.00 479.480.492.144.00 524.265.605.647.00 

BelanjaTidakTerduga 1 	2.758.400.000.00 1.468.188.659,00 2.958.660188.00 

Realisasi Betanja Modal dan aspeic nominal menunin dan Rp484223.520.521.00 (2014) menjadi 
Rp479 680 42 144.00(2015) Kemudarc di tahun 2016 meniiat menjadi Rp524 265 605.66700 

524.265.605,647.00 
484,223,520,521.00 	

7 44921U.Q.Q...... 

321,298,682,859.00 

11S,327,040,000. 

74,710,080,000.00 

2014 	 2015 	 2016 

Dana Alokasi Khusus '''-Belanja Modal 

2014-2015 

OAK 	mengalami 	peningkatan 
sedangkan Belanja Modal justru 

turun. 

2015-2016 
OAK mengatami kenaikan yang 

cukup signifikan diikuti oteh 
kenaikan pada Belanja Modal. 

Indikasi kerugian daerah atas reatisasi betanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun 
Anggaran (TA) 2014 sebesar RplO.512.867.555.00 den TA 2013 sebesar Rpl.478.713.600.00. 

Pekerjaan pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral (PBS) pada RSUD Kelas B Kabupaten 
Subang pada TA 2016 sebesar Rp8.328.540.000.00 be(um jelas penyelesaiannya den denda 
ketertambatan belum dikenakan minimal sebesar Rp416.427.000,00. 



7160% 	71.86% 	72.45% 

26.36% 	28.14% 	
27.55% 

Proporsi Betanja Modal mengatami 
kenaikan dari 26.36% (2014) ke 28,14% 

(2015). namun turun kemali menjadi 
27,55% (2016). 

0.04% 	0.00% I 	0.00% Proporsi 	Betanja 	Operasional 

2014 	 2015 	 2016 	
menurun dari 73.60% (2014) menjadi 
71.86% (2015) kemudian naik kembati 

Belanja 0prai 	BlanJa Modal 	Belnja Tidak Terduga 	
pada tahun 2016 menjadi 72.45%. 

2014 2015 2016 

[Belanja Operasi 1.479.122.347.08200 1.716.573.947.072,00 1.661.034232.036.00 

Belanja Modal 529.856.514.373,00 672.132.609.304.00 631.758.023.788.00 

BelanjaTidakTerduga 746.254,000.00 

Reatisasi Belanja Modal dari aspek nominal meningkat dari Rp529.856.514.373.00 (2014) 
menjadi Rp672.132.609.304.00 (2015) kemudian menurun menjadi Rp631,758.023.788.00 

(2016). 

672,132,609,304.00 631,758,023,788.00 	
2014-2 015
Ketika DAK meningkat. Belanja 529,856,514,373.00 	
Modal juga naik. 

,000.00 80,150,500 

2014 	 2015 	 2016 

2015- 2016 
OAK mengalami kenaikan yang 
signifikan tetapi realisasi Belanja 
Modal justru menurun. 

Dana Alokasl Khusus ........ -, Belanja Modal 

Kelebihan pembayarar pada lirna puluh paket pekerjaan pemeliharaan jalan di 
Dinas Bina Marga dan Cpta Karya. 

• Kekurangan volume atas 26 Paket Pekerjaan pada tujuh SKPO. 

Kekurangan volume pekerjaan pelebaranJatan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. 



80.63% 	 78.97% 

19.37% 	25.03%21.02% 

0.00% 	0.00% 	0.01% 

2014 	 2015 	 2016 

Belanja Orerzsi 	B&ara Modal 	Belanja Tidak Tnrdua 

Proporsi Betanja Modal mngalami 
kenaikan dari 19.37% (2014) ke 25.03% 
(2015). namun turun kembab menjadi 
21,02% (2016): 

Proporsi 	Belanja 	Operasionat 
menurun dan 80,63% (2014) menjadi 
74.97% (2015). Kemudian meningkat 
menjadi 78.97%. 

T 	2014 2015 2016 

Belanja Operasi 1.605.948.922.961,00 1,669,053,304,925.00 1,748,730,176,791.00 

Belanja Modal_J 385,830.215,241.00 557.223,725.256.00 465,361.607.902.00 

Belanja Tidakierduga - 77,538,827.00 280.304.000.00 

Realisasi Belanja Modal dari aspek nominal meningkal pesat dari Rp385.830,215,241.00 (2014) 
menjadi Rp557,223,725,256.00 (2015) kemudian menurun menjadi Rp465,361.607,902.00 
(2016). 

557,223,725,256.00 
- -- 

	

 
385,830,21%241.00 	

465,361,607,902.00 	2014-2015 
.--'- 	- OAK mengalami penurunan 

sedangkan Belanja Modal 
justru meningkat. 

	

91,292,060,000.00 	 439249.00 

50,000.00 	
2015-2016 
DAK mengalami kenaikan yang 

2014 	 2015 	 2016 	 cukup signifikan sementara 
Belanja Modal justru menurun. 



Hasil dan Pembahasan 

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Grafik 14. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten 

Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang (TA. 

2014-2016) 

27.35% 

21.82% 	 21.81% 

Kab. Majalengka 	Kab. Sumedang 	Kab. Subang 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2017 (diolah) 

Berdasarkan data dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi 
Belanja Modal di 3 kabupaten tersebut selama 3 tahun (2014-2016) 
tidak ada yang mencapai 30% seperti yang diamanatkan dalam 
RPJMN 2014-2019, Kabupaten Majalengka adalah Kabupaten yang 
realisasi Belanja Modalnya paling tinggi dibandingkan Kabupaten 
Subang dan Sumedang. Bahkan pada Tahun Anggaran 2015, realisasi 
Belanja Modal Kabupaten Majalengka mampu menembus 28,14%. 

Apabila dirata-rata selama tiga tahun berturut-turut, Kabupaten 
Majalengka mencatatkan nilai tertinggi dengan rataan realisasi 
Belanja Modal sebesar 27,35%, disusul oleh Kabupaten Sumedang 
dengan rataan sebesar 2 1,82% dan Kabupaten Subang dengan rataan 

sebesar 21,81% 

Apabila dilihat dari nominal keseluruhan belanja daerah dengan 
persentase atau proporsi pada tiap-tiap belanja maka akan diperoleh 

data sebagai berikut: 
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Kab. 
Subang 

Tabel 9. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten 
Kabupaten Majalengka dan Kabupaten 

- 

' 	

2014 	r 	2,169.100.504.872.00 	77.% 

2015 	2,404.587,478335.00 	80.00% 

Subang, 
Sumedang 

22.32% 22.2% 

19.94% 

23.17% 

0.06% 

0.13% 

	

 2262.396.564.685.0J 	76.70% 

Rata-Rta 	2,27s,694,84.297.5 	78.08% 

2014 	2,009,725,115,455.00 	73.60% 

2015 	2.38&70655o.376.J 	71.86% 

21,81% 0,11% 

Kab 
Majalengka 

26.36% 1 	0,04% 

28.14% 

27.55% 

0,00% 

0.00% o 16 	2.292.792,255,824.0(1 	72.45% 

Rat-Rata 	2,2..4l)7,975,5.tffl 	72.64% 

2014 	I 091,779, 138202.00 	80.63% 

2015 	2.22,354.569,008.00 	74,97% 

2016 	2,214,372,088.693.00 	78.97% 

27.35% (}.0I% 

Kab 
Sumedang 

19.37% 000% 

25.03% 0.00% 

21.02% 0.01% 

Rata-Rata 	2,144,168.598,634.33 I 	78.19% 21.81% 0.00% 

Sumhci': i/as/I T'u/nc'rikslia/l BPK .Snivi', / 2015-201 7 (IiaIuIi) 

Berdasarkan data dan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten 
Subang adalah kabupaten dengan nilai rata-rata belanja daerahnya paling 
tinggi namun, alokasi Belanja Modalnya tergolong rendah hanya 21,81% 
dan cenderung mengalokasikan untuk Belanja Operasi yang bersifat 
konsumtif dengan rata-rata persentase 78,08%. 

Kabupaten Majalengka berada satu tingkat dibawah Kabupaten Subang. 
Secara rata-rata. Kabupaten Subang adalah daerah yang rata-rata Belanja 
Daerahnya merupakan nilai tengah dari dua kabupaten yang lain. Secara 
proporsi Belanja, Kabupaten Majalengka cukup produktif meskipun 
belum mencapai 30%. Hal mi dapat dilihat dari persentase Belanja 
Operasi yang terendah darl 2 kabupaten lain (72.64%) dan Belanja 

Modal yang tertinggi dengan capaian 27,35%. 

Terakhir adalah Kabupaten Sumedang sebagai kabupaten dengan rata-
rata belanja daerah terendah yang kondisinya hampir mirip dengan 
Subang sementara Belanja Operasinya lebih besar dan tertinggi mencapai 
78,19%. 
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II. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan 
yang cenderung positif ditunjukkan oleh Kabupaten Subang. Terdapat 

persamaan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Majalengka 
dimana peningkatan realisasi DAK terjadi secara linear dan signifikan 
terutama di tahun 2016. Perbedaanya terletak pada periode pen urunan 
realisasi Belanja Modal. Penurunan pada tahun 2015 terjadi di 
Kabupaen Subang ketika realisasi DAK naik dari Rp74,7 10,080,000 
menjadi Rpl 15,327,040,000 atau naik sehesar 54,6%, Belanja Modal 
menurun dari Rp484,223,520,52 1,00 menjadi Rp479,480,492, 144.00 
atau turun sebanyak 1,03%. 

Situasi serupa terjadi di Kahupaten Majalengka di tahun 2016 dimana 
ketika realisasi DAK naik signifikan 141%, Belanja Modalnyajustru 
menurun 6% yaltu dari Rp672.132.609.304,00 menjadi 
Rp63 1.758.023.788,00. Anomali terjadi pada Kabupaten Sumedang 
dimana realisasi DAK nya sempat terjadi penurunan di tahun 2015 
sebanyak 13% yaitu dari Rp91.292.060.000,00 menjadi 
Rp79.121.050.000.00 tetapi justru Belanja Modalnya naik 44% yaitu 
dari Rp385.830.215.241,00 di tahun 2014 menjadi 

Rp557.223.725.256,00 di tahun 2015. Sebaliknya ketika realisasi 
DAK naik pesat di tahun 2016 sebesar 3 15% justru realisasi Belanja 
Modalnya turun 16,51% yaitu dari Rp557.223.725.256,00 menurun 
menjadi Rp465.361.607.902,00. Kasus di Sumedang ml menjadi 
indikator bahwa pemanfaatan DAK belum sepenuhnya optimal untuk 
meningkatkan realisasi Belanj a Modal. 

Secara makro, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk menunjang realisasi Belanja Modal di 3 
kabupaten tersebut. Hal tersebut dapat dilihat darl realisasi DAK yang 
tidak berbanding lurus dengan Belanja Modal dan masih belum 
rnencapai 30% dari total Belanja Daerah seperti yang diamanatkan 
dalam RPJMN 2014-2019. 

III. Pertanggungjawaban Belanja Modal 

Berdasarkan hasil perneriksaan BPK, terdapat ternuan berulang yang 
terjadi selama tahun 2014-2016 pada 3 kabupaten tersebut. Secara 
garis besar, ternuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume 
pekerjaan pada beberapa paket pekerjaan Belanja Modal dan belum 
ditetapkannya denda keterlambatan. 
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Rekapitulasi temuan berulang pada 3 kabupaten/kota tersebut adalah 
sebagai berikut: 

Grafik 15. Rekapitulasi Jumiah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Majalengka, 
Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang Pada Belanja Modal 
TA. 2014-20 16 

7 xiiIJS 
Kab. Subang 	Kab. Majalengka 	Kab. Sumedang 

• Pengadaan tidak sesual kebutuhan 
• Denda keterlambatan belum dipungut 

konstruksi Dalam Pengerjaan mangkrak 
• Belanja tanpa bukti pertanggungaiwaban 
• Kelebihan pembayaran 
• Kekurangan volume 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2017 (diolah) 

Berdasarkan paparan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas 
ketidakpatuhan yang berulang pada Belanja Modal Tahun Anggaran 
20 14-2016 pada 3 kabupaten/kota tersebut didominasi oleh jenis temuan 
kekurangan volume pekerjaan dengan jumlah 6 temuan. Kabupaten 
Sumedang adalah kabupaten dengan jumlah temuan terhanyak (10 
temuan). Sedangkan yang paling sedikit adalah Subang (2 :emuan). 

Temuan kekurangan volume pekerjaan mi adalah jenis temuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah, Hal tersebut dijelaskan pada 
UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22: "Kerugian negaraldaerah adalah 
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti 
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum balk sengaja 
maupun lalai." 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN CIAMIS, 

KABUPATEN KUNINGAN, 
KABUPATEN PANGANDARAN DAN 

KOTA BANJAR 
(Daerah Pemilihan Jawa Barat X) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-2016 
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82.51% 	76.63% 	74.51% 

17.49% 	23.37% 	25.39% 

0,000/0 	 0.000/0 	0.10% 

2014 	 2015 	 2016 

BcIrtja Opeas 	Belanja Modal 	Belooja Tidak Terdu,, 

Praporsi 	Belanja 	Modal terus 
mengatami kenaikan dari 17.49% 
(2014) ke 2337% (2015). hingga 
mencapal 25.39% (2016). 

Sedangkan BeLanja OperasionaL terus 
ddekan dari 82.51% (2014) menjadi 
76,63%(2015)hingga mencapai 74.51% 
(2016) 

Belanja TidakTerduga 125 .350.00 

Realisasi Belanja Modal darl aspek nominal torus meningkat dari Rp349.432.436.497.00 

(2014) menjadi Rp492.668.741.650.00(2015) hingga puncaknya di tahun 2016 mencapai 
Rp585.177.129.419.00 

2014-2015 
DAK mengalami penurunan 

585,177,129,419.00 	sedangkan 	Belanja 	Modal 

justru naik. 

133,308,200,000,00 127.601,320,000.00 168 899,384.000.00 	
2015-2016 
OAK mengatami kenaikan yang 
cukup signifikan diikuti oleh 

2014 	 2015 	 2016 	 kenaikan pada BeLanja Modal. 

Dono Alokasi Khusus 	Belanja Modal 

Kekurangan volume pekenjaan pada lima kegiatan pekerjaan pada Dinas Bina Marga, 
Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Days Mineral; 

Terdapat Kelebihan Pernbayaran atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung 
Rumah Sakit Gigi dan Mutut. 

Kekurangan voLume atas 20 paket pekerjaan pads enam SKPD. 



87.67% 	81.43% 	84.57% 	 Preporsi Belanj.a Modal mengalami kenaikan dan 
12.28% (2016) ke 18.53% (2015), namun turun 
kembali menjadi 15,37% (2016). 

12.28% 	18.53% 	 Proporsi Betanja Operasional pada ta)un 2014 

0. 05% 	0.05% 	' 	sangat besar hingga mencapal 87.67% dari Relanja 
- 	 006% flaahy. Pada tahun 2015 ter)adi penunrnan 

7014 	2015 	2016 	 s1t1nyak 6.24% menadi 81,43L Kemudian naik 
334% di lahun 2016 mendi 84.57%. 

BdUtp Opef.W 5caa M 	B 4 a T,dal, Teiqa 

:lIflI:flFrnE1,ITh 

2014 2015 2016 

BeLanja 0 T 1.539.281.314.044.00 1 1.729.433.172.609,00 1.807.99069.00 

Betanja ModaL 2)5.610.090.497.00 393.510.702.302.00 328.557.462.480.00 

BelanjaTidaklerduga 1, 	887.04.4.371.00 1001.438.000.00 1.242.023.000,00 

Realisasi Betanja Modal dan aspek nominal meningkat dari Rp215.610.090.497.00 (2014) 
menjadi Rp393.510.702.302,00 (2015) kemudian menurun menjadi Rp328.557.462.480,00 
(20)6). 

393,51 0 302.00 420,101563,913.00 

	

215,610,090, 	 -- 
- 328, 	,462,480.00 

- 	9.i99365o,000.00 

74,369,300;000.00 

	

2014 	 2015 	 2016 

2014-2015 
Ketika OAK meningkat. Betanja Modal 
juganadc. 

2015-2016 
OAK mengaLami kenalkan yang 
signdtlkan telapi reallisasi Belanja Modal 
jttru m,nw'un. Bahkan Belania Model 
juatru tebib sedikit danipada OAK. 

- 	 Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Bina Marga, Dines Sumber Daya Air 
den Pertambangan. dan DinasTata Ruang dan Cipta Karya. 

Kekurangan volume pekerjaan peningkatan jatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan 
Energi Sumter Daya Mineral; 

Ketebfhan pembayaran atas pekerjaan rehabititasi jaringan serta sembilan paket pekerjaan 
fisik. 

KeLebihan pembayaran atas petaksanaan kegiatan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Kuningan; 

Kekurangan volume pekerjaan Dam penahan dan paket pekerjaan di Dinas Tata Ruang Dan 
Cipta Karya. 



88.25% 	
70.02% 	73.60% 

29.98% 	26.40% 

	

11,75% 	
00 

	

0.00% 	 00/ 	 0.00%  

2014 	 2015 	 2016  

Proporsi Onlanja Modal mengalami 

kenaikan dan 11,75 1% (2014) ke 29.98% 

(2015), namun turun komball menladi 

26.40% (2016). 

Proporsi 	Belanja 	Operasionat 

menurun dari 88,25% (2014) menjadl 

70.02% (2015). Kemudiall meningkat 

menjadl 73.60%. 

9elija Operasi 	liclanja Modal 	Pelanja TWO Trdaga 

2014 J Th016II 
Betanja Operasi 	54.917.554.049,00 	619.655.490.81000 	616.578.588.435.00 

Betanja Modal 	60.588.729.719.00 	265.369.809.750.00 	221.197.379.824.50 

BetanjalidakTerduga I 	 I 
Reatisasi Belarija Modal dari aspek nominal meningkat pesat dart Rp60.558.729.719,00 
(2014) menjadi Rp265.369.809.750.00 (2015) kemudian menurun menjadi 
Rp221.197.379.824.50 (2016). 

Q221197,379,824.50 

60,588,729,7190b' 	 8,000.00 

586705 4,000;OO 

S,1156,474Y,00616—  

2014 	 2015 	 2016 

-"-"DanaAlokasi Khusus '-='Aelanja Modal  

2014-2015 

OAK dan Betanja Modal sama-sama 

mengatarni kenaikan yang 

signihkan. 

2015-2016 
DAK mengatami kenaikan yang 

cukup signifikan sementara Betanja 

Modal justru menurun. 

• Kelebihan Pembayaran Kontrak Pekerjaan Pengadaaan Aspal Pada Oman Pekerjaan Umum, Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika. 

• Kekurangan volume pekerjaan 10 paket peker;aan Dlsparindagkop UMKM, 95 paket pekerjaan Oman Pu 

serta Dishub dan Diskomlnfo dan inigasi air tanah; 
• Denda keterlambatan belum dipungut pads Oman Pekerjaan Umurn, Perhubungan Kornunikasi dan 

Informatika. 

Kesalahan penganggaran Belanja Modal lalan, lrigasl, dan Jaringan berupa hlbah barang kepada 

masyarakat; 
• Kekirrangan volume pekeriaarr atas limo pokes pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umurn, Porhmmbnngan, 

Komnuirikasi don Intoresatiksm. 



76.56% 	
71.17% 	65.66% 

	

23.44% 	28.83% 	34,34%  

	

0.00% 	0.00% 	0.00% 

2014 	 2015 	 2016 

8aaj Ojer.i 	BL4anja Modal 	B .-A ama  -ndak Tcduga 

Proporsi Belanja Modal terus mengatami 
kenaikan. dari 23.44% (2014) ke 28.83% 
(2015). hingga mencapai 34.34% (2016). 

Proporsi 	Betanja 	Operasional terus 
dipangkas dart 76.56% (2014), menjadt 71.17% 
(2015) hlngga mencapai 65.66% (2016). 

2014 2015 2016 

Betanja Operasi 490.010.021.036,00 480.910.647.098.00 539.089.025.826.00 

Betanja Modal 150.062.123.762,00 194.774.353.115,00 281.994.343.093.00 

Beta nja'fldakTerduga 2.630.000.00 

ReaUsasi Belanja Modal dart aspek terus meningkat pesat darl RplS0.062.123.762,00 (2014) 
menjadi Rp194714.353.123.762,00 (2015) kemudian mencapai Rp281.994.343.093.00. 

I Tren Dana Alokasi Khusus dan Betanja ModaL 

281,994,343,093.00 

194,774,359'°  

125,905,676,521 

28,262,672,000,00 

19,035,55,000.00 

201/.-2D15 
OAK dan Betanja Modal secara 
bersania-sama mengalami 
peningkatan. 

2015-2016 
DAK dan Belanja Modal mengaLami 
kenaikan yang cukup signfikan. 

Kekurangan fisik alas beberapa paket pekerjaan pada Dinas PU Kota BanjarlA 2014. 

Kelebihan pembayarsn dari perhitungan berat jenis kurang dari pekerjaan alas pekerjaan AC 
WC dan AC BC dan pekerjaan SPAM kawasan MBR serta pipa jaringan distribusi; 
Kelebihan perhitungan pekerjaan tapisan perekat yang melebihi spesifikasi teknis. 

Kelebihan pembayaran pengerjaan Betanja Modal pada BLUD RSU Kota Banjar.DCKTRLH dan 
Setda: 

volume sembilan paket pekerjaan peninkatan alan oada Dinas PU. 



Hasil dan Pembahasan 

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Grafik 16. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kota Banjar, 
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan 
(TA. 2014- 2016) 

28.87% 

22.71% 	 22.08% 

15.39% 

Koa Banjar Kab. Pangandaran 	Kab. Ciamis 	Kab. Kuningan 

Sumber: Hai1 Perneriksaan BPK Semester 1 2015-2017 diola/i) 

Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata 
realisasi Belanja Modal di 4 kabupaten/kota tersebut selama 3 tahun 
(2014-2016) belum berhasil mencapai 30% dari total Belanja Daerah 
seperti yang diamanatkan dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 
2014-2019. Dari 4 kabupaten tersebut, Kota Banjar adalah daerah yang 
realisasi Belania Modalnya paling tinggi dibandingkan Kabupaten 
Pangandaran, C:amis dan Kuningan. Bahkan pada Tahun Anggaran 2016. 
realisasi Belanja Modal Kota Banjar mampu mencapai 34,34 1NO dari total 
Belanja Daerah. Hal tersebut telah melebihi syarat minimal pada RPJMN 
20 14-20 19. 

Jika dicermati lebih detail lagi, akan tampak perbedaan yang mencolok 
antarajumlah nominal realisasi belanja daerah dengan persentase realisasi 
Belanja Modal di tiap-tiap kabupaten/kota rinciannya adalab sebagai 
berikut: 



Tabel 10. Realisasi Beanja Daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten 
Kuningan, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar 

KabCiamis 
ff2016 

Rata-Rata 

2014 

2015 

2016 

Rata-Rata 

201-1 

2015 

2016 

Rata-Rata 

20)4 

2015 

2016 

1,98271.365.588.00 

2,108,466,955,282.00 

2.304,643.005,887.00 

?.I 	".)2'.108.l)JW 

1.755,738,448.91 2.00 

2,123,945,312,911.00 

2,137,789.664,749.00 

2,0))5.837,808,857.3 

. 515.51)6,283,768.00 

88023006090 

837 7 7 5,96S,259.50  - 	 - 

?4.iU2,5I7.5J,l7 

640,072,144,798.00 

675,685,000,213.0)) 

21 085,8  

7 12,2 81,047,976.67 

----.-..-----.- .. 

	

82.51% 	17.49% 

	

76.63% 	23.37% 

	

74.51% 	25.39% 

	

77.89% 	22.08% 

	

87.67% 	12.28%  

	

81.43% 	18.53% 

	

84.57% 	15.37% 

	

84.56% 	15.39% 

	

88.25% 	11.75% 

	

7002% 	2998% 

	

73606 	2640% 

	

77.29% 	22.71% 

	

T0 56% 	23.44% 

	

17% 	28.83% 

	

6 66% 	34 34% 

	

7113% 	2887% 

0.00% 

0.00% 

0.10% 

0.13% 

KabKuningan 
0.05% 

0.06% 

0.05% 

Kab 
Pangandaran 

0.00% 

000% 

0 OO/Q 

0.00% 

KotaBanjar 

0.00% 

0.00% 

0 00% 

000% 

Suniber: Hay/f [',i,erjksczctri 13P1'i .S'eineskr 1 2015-2()1 7 	(c/lola/i,) 

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat terlihat beanja daerah yang tertinggi 
sampai yang terendah dari tahun 2014-2016. Kabupaten Ciamis adalah 
wilayah di dengan rata-rata belanja daerah tertinggi selama 3 tahun terakhir. 
Namun, al'Okasi untuk belanja daerah cenderung ke Belanja Operasi dengan 
rata-rata persentase mencapai 77,89%. Satu tingkat dibawahnya adalah 
Kabupaten Kuningan yang. mski rata-rata belanja daerahnya tidak sebesar 
Ciamis, tetapi adalah kabupaten yang paling "boros" dalam Belanja Operasi 
hingga mencapai 84,56 1/0. Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi 
Barn (DOB) dengan rata-rata belanja daerah yang jauh lebih sedikit 
dibandingkan dua wilayah sebelumnya justru cukup bijak dalam berbelanja 
dengan rasio 77,29% : 22,71%. Terakhir adalah Kota Banjar sebagai daerah 
dengan rata-rata belanja daerah terendah tetapi mampu berbelanja produktif 
dengan rasio 7 1,13% : 28.87%. 
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IL Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan grafik tren antara DAK dengan Belanja Modal pada 4 

kabupatenIkota tersebut, hubungan yang positif ditunjukkan oleh Kota 
Banjar dimana kenaikan realisasi DAK selalu diikuti dengan kenaikan 
realisasi Belanja Modal. Pada tahun 2015, ketika realisasi DAK naik 48% 
dari Rp 19.035.555.000,00 menjadi Rp28.262.672.000,00 Belanja Modal 

tahun 2015 meningkat 29,80% dari Rp150.062.123.762,00 menjadi 
Rp194.774.353.115,00. Puncaknya pada tahun 2016, ketika DAK naik 

sebesar 345% darl Rp28.262.672.000,00 menjadi Rp 125.905.676.521,00, 
Belanja Modal naik 44,78% darl Rp194.774.353.1 15,00 menjadi 

Rp28 1.994.343.093,00. 

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pangandaran, dimana terdapat 
kenaikan 10 kali lipat pada realisasi DAK 2015 dari Rp5.166.470.000,00 
menjadi Rp58.670.584.000,00 diikuti oleh kenaikan Belanja Modal 341% 
di tahun yang sama dan Rp 60.588.729.719,00 menjadi 
Rp265.369.809.750,00. Meskipun demikian, pada tahun 2016 ketika 
realisasi DAK naik pesat akan tetapi realisasi Belanja Modalnya justru 

menurun. 

Untuk 2 kabupaten lain yaitu, Kabupaten Ciamis dan Kuningan ketika 
DAK naik justru realisasi Belanja Modalnya berfluktuatif. Khusus untuk 
Kabupaten Kuningan, terdapat catatan menanik yaitu ketika DAK naik 

pesat di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 420,101,563,913.00 tetapi Belanja 
Modal yang terealisasi hanya Rp328.557.462.480,00. 1-lal mi menandakan 

bahwa DAK yang terealisasi tidak sepenuhnya terserap untuk 

mcrealisasikan Belanja Modal. 

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk menunjang Belanja Modal pada hampir semua 

kabupaten/kota kecuali Kota Banjar. Sebagai daerah dengan rata-rata 
Belanja Daerah terendah, Kota Banjar mampu memaksimalkan DAK 
untuk menunjang realisasi Belanja Modalnya selama tiga tahun berturut-

turut dan bahkan pada tahun 2016 realisasi Belanja Modalnya mampu 

mencapai 34,34% dari total belanja daerahnya. 

HI. Pertanggungjawaban Belanja Modal. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang 

terj adi selama tahun 2014-2016 pada 4 kabupaten!kota Secara garis besar, 
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temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada 
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal, kelebihan pembayaran dan 
belum ditetapkannya denda keterlambatan. Rekapitulasi temuan berulang 
pada 4 kabupatenlkota tersebut adalah sebagai berikut: 

Gratik 17. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Modal Kota Banjar, 
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan 
Pada Belanja Modal TA. 2014-2016 

Kab Ciamis 	Kab. Kuningan 	Kab 	 Kota Banjar 
Pangandarari 

U Kekurangan Volume 	U Kelebihan Pembayaran 

U Denda Belum Dipungut 	Kesalahan Penganggaran 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2017 (diolah) 

Berdasarkan paparan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas 
ketidakpatuhan yang berulang pada Belanja Modal Tahun Anggaran 
2014-2016 pada 4 kabupatenlkota tersebut didominasi oleh jenis temuan 
kekurangan volume pekerjaan dengan jumlah 11 temuan yang terjadi di 
semua wilayah. Kabupaten Kuningan adalah kabupaten dengan jumlah 
temuan terbanyak (7 temuan). Sedangkan yang paling sedikit adalah 
Kabupaten Ciamis (3 temuan). 

Temuan kekurangan volume pekerjaan mi adalah jenis temuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan 
pada UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22: "Kerugian negaraldaerah 
adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan 
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai." 
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KAJIAN BELANJA MODAL 
KABUPATEN GARUT, 

KABUPATEN TASIKMALAYA, 
DAN KOTA TASIKMALAYA 

(Daerah Pemilihan Jawa Barat XI) 

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 
atas LKPD TA. 2014-2016 
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83.70% 	 83.63% 	 83.79% 

16.01% 	 16.31% 	 16.18% 

(t.29 1 . 	 l.O(, 	 1.03% 

2014 	 2015 	 2016 

Betara Operasional 	Belanja Modal 	Belanja Tidak Terduga 

Proporsi Betanja ModaL Kabupaten 

Garut konsisten dari tahun 2014-2016 

yaltu sebesar 16% 

Proporsi 	Belanja 	Operasional 

mendominasi dengan rata-rata 83%. 

Sedangkan proporsa Betanja Modal 

rata-rata hanya sebesar 16%. 

Reatisasi Betanja Daerah 

2014 2015 2016 

Betanja Operasi 2.547.803.710.955 2.968.337.362.275 3.091029.023.520 

Betanja Modal 487.453.748.076 578.732.262.315 597.238.158.316 

-BetanjaTakterduga 8.796.058.625 2.152.481.000 1.217.391.500 

Kabupaten Garut mencatatkan betanja modal tertinggi pada tahun 2016 Rp. 597.238.158.316 namun nital 
tersebut rnasih jaub tebih kecit dibandingkars reatisasi betanja operasi ditahun yang sama Rp. 

3.093.029.023.520 

597,238,158,316 
578,732,262,315 

7,453,748,076 	 .---------- 

- 7,396,160,000 -r 	 - 

- 146,584,640,000 	 I 505,214,401,666 

704 	 2015 	 :nio 

	

Dana .Slokasi Khusus (DAlI) 	 Belanja Modal 

2014-2015 

DAK den Betanja ModaL mengalami 
kenaikan Yang tidak tertatu Signifikan. 

2015-2016 
OAK mengalami kenaikan yang sangat 

signifikan dan Namun Betanja Modal 

mengalami kenaikan yang tidak tertatu 

Signifikan. 

Terdapat l'ekurangan Volume Beton pada Rehabilitasi dan Peningkatanialan di Dinas Gina Marga 

Kekurangan Volume Pada Pelaksanaan Betonisasi pada Dinas Gina Marga Kabupaten Garutfidak Sesuai 
derigan Spesitikasi 

• KekurangarsVolurne llem Pekerjaan 16 Paket Belanja Modal pada Dinas Gina Mar34 dan Dinas Kesehatan. 

. Kelebihan Perhitungan Progres Fisik Item Pekerjaan yang Terlaksana pada Pembangunan Sport Hall. Item 201  Pekerjaan Struktur Beton Tidak Sesuai. 
• Kualitas Struktur Belors Plal Lanlal Dua Pembangunan Pasar Wanaraja Tidak Sesuai Spesifikasi Kuntrak Minimal 

2015 



7567% 	
81.22% 	

Proporsi Belanja Modal mengaami 

penurunan dari 24.05% (2014) ke 18.53% 

(2015), namun naik kembali menjadi 25.41% 
(2016). 

. 	° 24.05% 	18 53°/ 	
25.41% 

y> 	
Proporsi Belanja Operasionat mendominasi 

0 28% 	 0.00% 	 0.00% dengan rota-rota 77%. Sedaagkan proporsi 

Belanja Modal rata-rata hanya sebesar 

2014 	 201 	 Jill 	23%. 

I 	fl 	'.Nl 	a 	i 	1 	 1 lid 

2014 	 2015 2016 

Be(anja Operasi 1.757.461.790.767 	2.027.763.620.420 2.163.811.628.067 

Betanja Modal 558.496.505.928 	462.706.221.343 737.110.283.652 

Belanja Tak terduga 6.617.413.000 	6.115.539.598 0 

Kabupaten Tasikmalaya mencatatkan belanja modal tertinggi pada tahun 2016 Rp. 737.110.283.65Z 
namun nilai tersebul masih jauh Lebih kecit dibandingkan reatisasi belanja operasi ditahun yang sama 

Rp. 2.163.811.628.067 

737,110,283,652 	2014-2015 
OAK mengalami kensikan namun 

558,496,505,928 	462.706.221.34 	 Betanja 	Modal. justru 	mengalami 
535,900,070,409 penurunan 

189429,170,000 	 2015-2016 
110,312,210,000 	

OAK mengalami kenalkan yang cukup 
signifikan dan Betanja Modal mengalami 

2014 	 2015 	 2016 	
kenaikan yang sangat signifikan. 

Dana Alokasm Xhosus 	.-.-.!.-. Belanja Modal 

• Kekurangan volume dua paket pekerjaan konstruksi jalan pada DinasTata Ruang dan Parmukiman 

• Kelebihan Pembayaran Pakerjaan .Jasa Konsultansi pada Oman Bina Marga dan Pengairan. Bappeda dan BPBD 
• Kekurangan volume pekerjaan mobilisasi Pekerjaari Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bima 

Marga dan Pengairan. 
Keterlambatan Penyelesaian Lima Paket Pekerjaan dun Pengairan Belum Dikenakan Sanksi Denda 

• Kekurangan volume pekerjaan pada Lima paket pekerjaan pembangunan gedung pada rumah saInt don pada 
tigapaket pekerjuaca pembangunan peningkutan jabs 

• Kelebihan peeghitungan pekerjaan pembesian don beton serb pel<erjaan yang tidak dibaksanakan pada 
penabangunan SOR 

2015 

2016 



(147' 	

20(1 

Proporsi Belanj8 Modal mengLami 
l<enaikan sethlp lahunnya dan 19% 
(2014) he 21% (2015) dan 22% (2016). 

Proporsi 	Belanja 	Operasional 
mendominasi dsnpai rata-rata 79%. 
Sedangkan proporsi t3elanja Modal 
rate-rate hanys sebesar 21%. 

2014 2015 2016 

Belanja Operasi 1.171.510.695.94396 1.214.167.373.215,24 1.377.884.823.635,60 

[_Bela nja Modal 276.775.401438 319.080.079,445 	387.625.598.910 

BeianjaTakterduga 6.890.989.521 0 	 0 

Kotalasikmaleya mencalakan belanja model tertinggi peda tahun 2016 Rp. 387,625.598.910 namun nOel 
tersebut maeih jauh L,bih kacli dibandlngkan realisasi belanja operasi ditahun yang same Rp. 
1.377.884.823.636 

I 275.4O1.438II 1 	

I 

1 497,940.000 l 543180000  

2014 	 2015 	 2016 

- 	Dana Alokasi Khusas 	Belanja Modal 

2014-2015 
OAK dan Betanja Modal mengalami 

kenaikan 

2015-2016 
OAK dan Belanja Modal mengalami 

kenaikan yang sangat signifikan 

Pengadaun mesin pengotah sampah TA 2014 pada dines tate ruang dan pemukiman dileksanakan Lidak sesuai 
prosedur, betum dikenakan denda keterlumbatan 

Ketebihan pembayaran pada pekerjaan pematangan Lahan jalan indihiang-mangkubuniidan pada pekerjaan 
rehabilitasi (apangan sepakbola stadlon dadaha. 

• kesatahan perhitungan anabsu barge satuan pekerjaan pado Isegiatan penetaanlPU aisha rashida, 
• pengadaars peralatan den pengingkatan sarana rumah saktt Dewi Sartika tidak sesuai ketentuan dan terdapat 

indikasi ketebihan pembayaran. 

Kekurangan volume pekerjaan pada dinas BNIPPE den dines kesehatan. 
Pengadaan peratatan den peningkatan sarana rumah sakit dewi sartika lidak senuai ketentuen den terdapat 
indikasi ketebihan pembayeran. 



Hasil dan Pembahasan 
I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah 

Grafik 18. Perbandingari Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten 
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut (TA. 2014-
2016) 

23.00% 
21.00% 

16.00% 

j I 
Kab. 	Tasikmalaya 	Kab. Garut 

Tasikmalaya 

Sumber: Hasil Perneriksaan BPK Semester 12015-2017 ('diolah) 

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi 
Betanja Modal terhadap total belanja daerah di Kota Dapil Jabar 
XI selama 3 tahun (2014-2016) belum mencapai 30%, 
sebagairnana yang diamanatkan Perpres No.5 tahun 2010 ttang 
RPJMN 2014-20 19. Dari I kota dan 2 kabupaten di Dapil Jabar 
XI, Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah yang proporsi Belanja 
Modalnya Iebih tinggi (23%) dibandingkan Kota Tasiknialaya 
(21%) dan Kabupaten Garut (1 6%). 

Dari sisi nilai rupiah, pada tahun 2016 realisasi Belanja Modal 
Kabupaten Tasikmalaya (Rp737,1 10,283,652) jauh diatas realisasi 
Belanja Modal Kabupaten Garut (Rp597.238.158.316) dan yang 
terkecil Kota Tasikmalaya (Rp3 87,625,598,910). 

Jika dicermati lebih detail lagi, akan tampak perbedaan yang 
mencolok antarajumlah nominal realisasi Belanja Daerah dengan 
persentase realisasi Belanja Modal di tiap-tiap kabupaterlkota 
rinciannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 11. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut, Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya 

Sumber: Hu.iI Pruiriikacui IPK .Sen,rvicr 1 2015-201 7 (ilwl(jfi) 

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat terlihat belanja daerah yang 
tertinggi sampai yang terendah dari tahun 2014-2016. Kabupaten Garut 
adalah wilayah dengan rata-rata belanja daerah tertinggi seama 3 tahun 

terakhir diantara kota/kab di wilayah dapil XI mi, Namun alokasi untuk 

belanja daerah cenderung ke belanja konsumtif yaitu Belanja Operasi 

dengan rata-rata persentase mencapai 83,71% namun rata-rata belanja 
modalnya hanya 16,17% saja dan merupakan rata-rata persentase terkecil 

diantara kota/kab lainnya. 

Daerah Iainnya yaitu Kabupaten Tasikmalaya yang berada satu tingkat 
dibawah Kabupaten Garut dengan belanja daerah tinggi namun lebih 
bijak dalam berbelanja dengan rasio belanja operasi 77,16% 22,66% 
walaupun di tahun 2015 sempat mengalami penurunan untuk belanja 
modal. Terakhir adalah Kota Tasikmalaya sebagai daerah dengan rata-

rata belanja daerah terendah namun dapat berbelanja produktif dengan 
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rasio 79,25% : 20,60% dan untuk belanja modal sendiri setiap tahunnya 
mengalami peningkatan. 

H. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal 

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan yang 
cenderung positif ditunjukkan oleh Kota Tasikmalaya dan Kabupaten 
Garut. Ketika realisasi DAK naik, balk pada tahun 2015 maupun pada 
tahun 2016, realisasi Belanja Modal juga mengalami kenaikan pada 
periode yang sama. 

Berbeda dengan Kabupaten Tasikmalaya dimana di tahun 2015 Ketika 
realisasi DAK naik dari RpllO,3 12,210,000 menjadi Rp189,429,170,000 
atau naik sebesar 72% namun untuk realisasi Belanja Modal mengalami 
penurunan di periode tahun 2014 ke tahun 2015 dari Rp558,496,505,928 
menjadi Rp462.706.22 1.343 atau turun sebanyak 17%. 

Kasus di Kabupaten Tasikmalaya mi menjadi indikator bahwa 
pemanfaatan DAK belum sepenuhnya optimal untuk meningkatkan 
realisasi Belanja Modal. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum 
dimaksimalkan untuk menunjang realisasi Belanja Modal di Tiga Daerah 
yang ada di Dapil Jabar XI. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi DAK 
yang tidak berbanding lurus dengan Belanja Modal dan masih belum 
mencapai 30% dari total belanja daerah seperti yang diamanatkan dalam 
RPJMN 2014-2019. Sedangkan secara teoritis, hal tersebut belum sejalan 
dengan hipotesis darl penelitian Sugiyanta bahwa kenaikan realisasi DAK 
berpengaruh positif terhadap realisasi Belanja Modal. 

III. Pertanggungjawaban Beianja Modal 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang 
terjadi selama tahun 20 14-2016 pada 3 kabupaten/kota Secara garis besar, 
temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada 
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal, kesalaban penganggaran, 
kelebihan pembayaran dan helum ditetapkannya denda keterlambatan. 
Rekapitulasi temuan berulang pada 3 kabupaten/kota tersebut adalah 
sebagai berikut: 
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Grafik 19. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan 
Terhadap Peraturan Perundang-undanan Modal Kota Banjar, 
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, d3n Kabupaten 
Kuningan Pada Belanja Modal TA. 0162014-2 

4 

3 _ 3 

4 _ 
1. 

2 

Kab.Garut Kab.Tasikmaya Kon Tasikmalaya 

• Denda belum di bayar 	 • kesalahan penganggaran 

Kekurangan Volume 	 • Kelebihan pembayaran 

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 12015-2017 (dio1a) 

Berdasarkan basil paparan grafik temuan diatas dapat dilihat bahwa 
temuan atas ketidakpatuhan yang berulang pada BelanjL Modal Tahun 
Anggaran 2014-2016 pada 3 kab/kota diatas didoniinasi lengan temuan 
Kekurangan Volume Pekerjaan dengan jumlah 9 temuan yang terjadi di 
semua wilayah. Kabupaten Tasikmalaya merupakan Jaerah dengan 
temuan Kekurangan Volume Pekerjaan terbanyak dergan 4 temuan 
sedangkan yang paling sedikit adalab Kabupiten Garut dgan 2 temuan. 

Jenis ternuan tersebut diatas merupakan jnis temuan yang 
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut Jijelaskan pada 
UU No.! Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Fasal I ayat 22: 
"Kerugian negaraldaerah adalah kekurangan uang,, suraT berharga, dan 
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai". 

94 



DAFTAR PUSTAKA 

BPK R (2015). Ikhtisar Has/i Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 

Laporan Has ii Pe,neriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bandung Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 

Laporan Has/i Petneriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bekasi Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Has/I Pemeriksaan Laporan Keuangan Penmerintah 

Daerah Kabupaten Bogor Semester I Ta/mn 2015. Jakarta. 

Laporan Has/i Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Ciamnis Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Has/I Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten C/anjur Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Cirehon Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeri/csaan Laporan Keuangan Pemer/ntah 

Daerah Kabupaten Garul Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Has ii Pe,nerjksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Indramnavu Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 

Laporan Has/I Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karawang Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemnerintah 

Daerah Kabupaten Kuningan Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 

Laporan Has/i Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Majalengka Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 

Laporan Has/I Pe,neriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Panganclaran Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintaji 

Daerah Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 

95 



Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang Semester I Tahun 2015. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupalen Sukabumi Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumedang Scm ester I Tahun 2015. 
Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Semester I Tahun 2015. 
Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bandung Semester I Tahun 2015. Jakarta. 
Laporan Hash! Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Ban/ar Semester I Tahun 2015. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriks'aan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Bogor Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemneriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Cimahi Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerin tab 
Daerah Kota Cirebon Semester I Tahun 2015. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Depok Semester I Tahun 2015. Jakarta. 
Laporan Hash! Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Sukabumi Semester I Tahun 2015. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Tasikmna!aya Semester I Tahun 2015. Jakarta. 

BPK RI (2016). Jkhtisar Has ii Pemeriksaan Semester I Tahun 2016. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bandung Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Hash! Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Semester I Tahun 2016. 
Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bekasi Semester I Tahun 2016. Jakarta. 



Laporan Has ii Pe,nerikaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bogor Semester J Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pejnerintah 

Daerah Kabupaten Ciamis Semester 1 Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Cianur Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Cirebon Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan I-las ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerinfah 

Daerah Kabupaten Garut Semester 1 Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Indramavz.i Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karawang Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kuningan Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Majalengka Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Pangandaran Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Purwakarta Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Penierintah 

Daerah Kabupaten Suhang Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sukabumi Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumedang Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Semester I Tahun 2016. 

Jakarta. 



Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Bandung Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Banjar Seinesterl Tahun 2016. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Bekasi Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan 1-las ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Bogor Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Cimahi Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

Lapo ran Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Cirebon Semester I Tahun 2016. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemerikaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Depok Semester I Tahun 2016. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kota Sukabumi Se,nester I Tahun 2016. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Tasikmalaya Semester I Tahun 2016. Jakarta. 

BPK RI (2017). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bandung Semester I Tahun 2017. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bandung Barat Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bekasi Semester I Tahun 2017. Jakarta. 
Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pe,nerintah 

Daerah Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2017. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Ciamis Semester I Tahun 2017. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cianjur Semester I Tahun 2017. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cirebon Semester I Tahun 2017. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Garut Semester I Tahun 2017. Jakarta. 

98 



Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupalen Inclramayu Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karawang Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemer/ntah 
Daerah Kabupaten Kuningan Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 

Laporan Has/I Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kahupaten Majalengka Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 

Laporan Has ii Pemer/ksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pangandaran Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 

Laporan Has /1 Pemer/ksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kahupalen Purwakarta Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 

Lapo ran Has ii Pemer/ksaan Laporan Keuangan Pemerin tab 
Daerah Kahupaten Suhang Semester I Tahun 2017. Jakarta. 

Laporan Has/I Pemeriksaan Laporan Keuangan Peinerintah 
Daerah Kabupaten Sukabumi Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 

Laporan Has ii Pen2eriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sumedang Semester I Tahun 2017. 
Jakarta. 

Laporan Has/I Pemerik.saan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Semester / Tahun 2017. 
Jakarta. 

Laporan Has/I Pemer/ksaan Laporan Keuangan Pemer/ntah 
Daerah Kota Bandung Semester I Tahun 2017. Jakarta. 

Laporan Has/I Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Banjar Semester I Tahun 2017. Jakarta. 

Laporan Has ii Pemeriksaan Laporan Keuangan Pen?erintah 
Daerah Kota Bekasi Semester 1 Tahun 2017. Jakarta. 

Laporan Has/i Pemer/ksaan Laporan Keuangan Pe,neriniah 
Daerah Kota Bogor Semester I Tahiin 2017. Jakarta. 

Laporan Has/i Pemer/ksaan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Cimah/ Semester I Ta/jun 2017. Jakarta. 

99 



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM 

A 
AC BC 	: Asphalt Concrete Binder Course 
AC WC 	: Asphalt Concrete Wearing Course 
APBN 	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

B 
BLUD 	: Badan Layanan Umum Daerah 
BMPPE 	: Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi 
BPBD 	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
BPK 	Badan Pemeriksa Keuangan 

D 
DAK : Dana Alokasi Khusus 
Dapil Daerah Peniilihan 
DAU : Dana Alokasi Umurn 
DCKTRLH : Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan 

Lingkungan Hidup 
DJPK : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 
DMPSDA : Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air 
DOB Daerah Otonorni Baru 
DPPKAD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
DPR-R1 : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
DPUPESDM Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber 

Daya Mineral 

I 
lBS : Instalasi Bedah Sentral 
ICU Intensive Care Unit 
IHPS : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 
IKK : Ilmu Keluarga dan Konsumen 
ISBN International Standard Book Number 

K 
Kemendagri 	: Kementerian Dalarn Negeri 

L 
LHP 	 Laporan Hasil Perneriksaan 
LKPD 	: Laporan Keuangan Pernerintah Daerah 
LRA 	: Laporan Realisasi Anggaran 

M 
MBR 	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
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0 
OPD 	: Organisasi Perangkat Daerah 

P 
PAD : Pendapatan Ash Daerah 
Pemkab : Pemcrintah Kabupaten 
Perpres : Peraturan Presiden 
PKAKN Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 
PPHP Pejabat Penerirna Hasil Pekerjaan 
PPK : Pejabat Pembuat Kornitmen 
PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
PSAP Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 
PU Pekerjaan Umum 

R 
RPJMN 	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
RSUD 	: Rurnah Sakit Umum Daerah 

S 
SDN : Sekolah Dasar Negeri 
SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah 
SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum 
SPI : Sistem Pengendalian Intern 
SPM : Standar Pelayanan Minirnun 
SPP : Sumbangan Pembinaan Pendidikan 

T 
TA 	 Tahun Anggaran 
TPAS 	: Tempat Pembuangan Akhir Sampah 
TPU 	: Tempat Pemakaman Umum 

U 
UU 	 Undang-undang 

w 
WDP 	Wajar Dengan Pengecualian 
WTP 	: Wajar Tanpa Pengecualian 
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